
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR I TAHUN 2 0 1 5 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,^ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 43 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, per lu menetapkan 
Peraturan B u p a t i t entang • Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Rfepublik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintal i Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 246, Tambahan Lemjtjaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5589); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 
tentang Pembagian U r u s a n Pcmerintahan Antara 
Pemerintah, Pcmer intahan Daerah Provinsi dan 
Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4737); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 t a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber D a r i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5558); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h i m 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 199) 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 
2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m 
Daerah; 

10. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 111 T a h u n 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

1 1 . Peraturan Menter i Da lam Negeri 113 T a h u n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 
T a h u n 2006 tentang Sumbcr-Sumber Pendapatan 
Desa; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UBIUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan B u p a t i i n i yang d i m a k s u d dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
2. B u p a t i adalah B u p a t i Pacitan. 
3. Desa adaleih Kesatuan Masyarakat H u k u m yang m e m i l i k i kewenangan 

u n t u k mengatur dan mengurus kepent ingan masyarakat setempat 
berdasarkan asa l -usul dan adat is t iadat setempat yang d i a k u i da lam 
sistem Pemerintah Nasional dan berada d i Daerah Kabupaten Pacitan. 

4 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pcmer in tahan dan 
kepent ingan masyarakat setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa a t a u yang disebut dengan nama 
l a in d i ban tu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 



6. Badan Permusyawaratan Desa a tau yang disebut dengan nama l a in 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang 
anggotanya merupakan wak i l d a r i p enduduk Desa berdasarkan 
keterwaldlan wi layah dan d i te tapkan secara demokrat is . 

7. Keuangan Desa adalah semua h a k dan kewajiban Desa yang dapat 
d in i l a i dengan uang serta segala sesuatu berupa u a n g d a n barang yang 
be rhubungan dengan pelaksanaan h a k dan kewajiban Desa. 

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kese luruhan kegiatan yang me l ipu t i 
perencanaan, pelaksanaan, pcnatausahaan, pelaporan, d a n 
pertanggungjawaban keuangan desa. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selcinjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dar i Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa u n t u k 
j angka w a k t u 1 (satu) t a h u n . 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, se lanjutnya d isebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintahan Desa. 

1 1 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan d a n 
Belanja Negara yang d i p e r u n t u k k a n bagi Desa yang ditransfer me la lu i 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 
d i gunakan u n t u k membiayai penyelenggaraan pemer intahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat . 

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya d is ingkat ADD, adalah dana 
per imbangan yang d i te r ima kabupaten/kota da lam Anggaran Pendapatan 
d a n Belanja Daerah kabupaten/kota setelah d i ku rang i Dana Alokasi 
Khusus . 

13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber d a r i Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 
a t a u sebutan nama l a in yang karena jaba tannya mempunya i kewenangan 
menyelenggarakan kese luruhan pengelolaan keuangan desa. 

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang se lanjutnya d is ingkat 
PTPKD adalah u n s u r perangkat desa yang memban tu Kepala Desa u n t u k 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

16. Bendahara adalah u n s u r staf sekretariat desa yang membidangi u r u s a n 
admin is t ras l keuangan u n t u k menatausahakan keuangan desa. 

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat meny impan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung se luruh pener imaan Desa dan 
d igunakan u n t u k membayar s e lu ruh pengeluaran Desa pada B a n k yang 
d i te tapkan. 

18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal da r i s e lu ruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa me la lu i rekening kas desa. 

19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang d ike luarkan dar i APBDesa me la lu i 
rekening kas desa. 

20 . Surp lus Anggaran Desa adalah sel isih l eb ih antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 

2 1 . Defisit Anggaran Desa adalah sel isih k u r a n g antara pedapatan desa 
dengan belanja desa. 

22 . Sisa Lebih Perhi tungan Anggaran yang selanjutnya d is ingkat SiLPA 
adalah sel isih l eb ih realisasi pener imaan dan pengeluaran anggaran 
selama sa tu periode anggaran. 

23 . Peraturan Desa adalah pera turan perundang-undangan yang d i te tapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakat i bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 



BAB I I 
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN D E S A 

Pasal 2 

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas t ransparan , akuntabe l , 
par t is ipat i f serta d i l a k u k a n dengan ter t ib d a n d i s ip l in anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
dikelola da lam masa 1 (satu) t a h u n anggaran y a k n i m u l a i tanggal 1 
J a n u a r i sampai dengan tanggal 3 1 Desember. 

BAB I I I 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN D E S A 

P a s a l 3 

f l ) Kepala Desa ada lah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
dan mewaki l i Pemerintah Desa da lam kepemi l ikan kekayaan m i l i k desa 
yang d ip i sahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), mempunya i kewenangan: 
a. menetapkan kebi jakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b . m e n u n j u k dan menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan petugas yang me lakukan pemungutan penerimaan desa; 
d . menyetu ju i pengeluaran atas kegiatan yang d i te tapkan da lam 

APBDesa; dan 
e. me l akukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 
(3) Kepala Desa da lam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, d i b a n t u 

oleh PTPKD, 

Pasa l 4 

(1) PTPKD sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 3 ayat (3) di jabat oleh 
Sekretaris Desa; 

(2) PTPKD sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) mempunya i tugas: 
a. menyusun d a n melaksanakan kebi jakan pengelolaan APBDesa; 
b . m e n y u s u n Rancangan Peraturan Desa t en tang APBDesa, pe rubahan 

APBDesa dan per tanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 
c. me lakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang te lah 

d i t e tapkan da lam APBDesa; 
d . menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa; dan 
e. me l akukan veri f ikasi terhadap b u k t i - b u k t i pener imaan dan 

pengeluaran APBDesa. 
(3) PTPKD sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i te tapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa setiap t a h u n anggaran 
(4) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD sebagaimana 

d i m a k s u d ayat (3) d i te tapkan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa 
d i te tapkan. 



Pasal 5 

(1) Bendahara Desa di jabat oleh Kepala Urusan Keuangan. 

(2) Bendahara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 
mener ima, meny impan , menyetorkan/membayar, menatausahakan, d a n 
mempertanggungjawabkan pener imaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa da lam rangka pelaksanaan APBDesa. 

(3) Bendahara Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa setiap t a h u n anggaran 

(4) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa sebagaimana 
dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan. 

BAB IV 
APBDesa 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal 6 

(1) APBDesa d i te tapkan setiap t a h u n dengan Peraturan Desa. 
(2) APBDesa, t e rd i r i atas: 

a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

(3) Pendapatan Desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f a 
d ik las i f lkas ikan m e n u r u t ke lompok d a n j en is . 

(4) Belanja Desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b 
d ik las i f lkas ikan m e n u r u t kelompok, kegiatan, dan j en is . 

(5) Pembiayaan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f c 
d ik las i f lkas ikan m e n u r u t ke lompok dan j en is . 

(6) Sebagai pelaksanaan pera turan desa tentang APBDesa, kepala desa 
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa. 

Bagian Kedua 
Pendapatan Desa 

P a s a i ? 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (2) h u r u f a, 
me l ipu t i semua pener imaan uang me la lu i rekening desa yang merupakan 
h a k desa da lam 1 (satu) t a h u n anggaran yang t idak pe r lu dibayar 
kembal i oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (2) h u r u f a, 
t e rd i r i atas kelompok: 
a. Pendapatan Asl i Desa (PADesa); 
b. Dana Transfer; dan 
c. Pendapatan La in-Lain. 



Pasa l 8 

(1) Kelompok PADesa sebagaimana d imaksud da lam pasal 7 ayat (2) 
h u r u f a, t e rd i r i atas jenis : 
a. Hasi l usaha; 
b . Hasi l aset; 
c. Swadaya, part is ipas i dan gotong royong; dan 
d . La in- ia in pendapatan as l i desa. 

(2) Hasi l usaha desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a antara 
l a in : 
a. Has i l BUMDes; 
b . Lembaga Keuangan Desa; dan 
c. Usaha desa la innya. 

(3) Hasi l aset sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b antara la in : 
a. Tanah Kas Desa; 
b . Pasar Desa; 
c. Pasar Hewan; 
d . Bangunan Desa; 
e. Tambatan Perahu yang d i u r u s oleh Desa; 
f. Objek rekreasi yang d i u r u s oleh Desa; 
g. Pemandian U m u m yang d iu rus oleh Desa; 
h . H u t a n Desa; 
i . Perairan/Pantai da lam batas t e r t entu yang d i u r u s oleh Desa; 

j . Tempat-tempat pemancingan d i sungai ; 
k . Pelelangan I kan yang dikelo la oleh Desa; 
1. J a l an desa; d a n 
m . La in l a i n kekayaan m i l i k Desa. 

(4) Swadaya, part is ipas i dan gotong royong sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c adalah membangun dengan kekua tan sendir i yang 
me l iba tkan peran serta masyarakat da lam bentuk uang . 

(5) La in- ia in pendapatan as l i desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f d antara l a i n has i l pungu tan desa. 

Pasa l 9 

(1) Dana transfer sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 ayat (2) h u r u f b, 
t e rd i r i atas j en is : 
a. Dana Desa; 
b . Bagian d a r i Has i l Pajak Daerah Kabupaten d a n Retr ibus i Daerah; 
c. A lokasi Dana Desa (ADD); 
d . B a n t u a n Keuangan dar i APBD Provinsi; dan 
e. B a n t u a n Keuangan APBD Kabupaten. 

(2) B a n t u a n Keuangan dar i APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f d dan e dapat bersifat u m u m dan k h u s u s . 

(3) B a n t u a n Keuangan bersifat k h u s u s sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) 
dikelola da lam APBDesa te tap i t idak d i terapkan da lam ketentuan 
penggunaan pa l ing sedikit 7 0 % ( tu juh p u l u h per seratus) dan pa l ing 
banyak 3 0 % (tiga p u l u h per seratus). 

Pasa l 10 

(1) Kelompok pendapatan la in - ia in sebagaimana d imaksud da lam pasal 7 
ayat (2) h u r u f c, t e rd i r i atas j en is : 
a. H ibah dan Sumbangan dar i p ihak ketiga yang t i dak mengjkat; dan 
b. La in- ia in pendapatan Desa yang sah. 



(2) H ibah d a n sumbangan dar i p ihak ketiga yang t idak mengikat 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f a adalah pemberian berupa 
uang dar i p ihak ke tiga. 

(3) La in- ia in pendapatan Desa yang sah sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f b, an tara l a in : 
a. pendapatan sebagai has i l kerjasama dengan p ihak ketiga; 
b . ban tuan perusahaan yang berlokasi d i desa; dan 
c. pendapatan la in l a in . 

Bagian Ketiga 
Belanja Desa 

Pasal 11 

(1) Belanja desa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (2) h u r u f b, 
me l i pu t i semua pengeluaran dar i rekening desa yang merupakan 
kewaj iban desa da lam 1 (satu) t a h u n anggaran yang t i dak a k a n diperoleh 
pembayarannya kembal i oleh desa. 

(2) Belanja desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d ipergunakan da lam 
rangka mendana i penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 12 

(1) Klasif ikasi Belanja Desa sebagaimana d imaksud da lam pasal 6 ayat (4), 
t e rd i r i atas kelompok: 
a. B idang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. B idang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
d . B idang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. B idang Belanja T idak Terduga. 

(2) Kelompok bclanja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ibagi da lam 
kegiatan sesuai dengan k e b u t u h a n Desa yang t e l ^ d i tuangkan da lam 
RKPDesa. 

(3) Kegiatan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) t e rd i r i atas j en is : 
a. Belanja Pegawai; 
b . Belanja Barang dan Jasa; dan 
c. Belanja Modal . 

Pasal 13 

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 12 ayat (3) 
h u r u f a, d ianggarkan u n t u k : 
a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa; 
b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa d a n perangkat Desa; 
c. Tunjangan BPD; 
d . Tunjangan P u m a B h a k t i Perangkat Desa; 
e. Insent i f RT/RW; dan 
f. Tunjangan la in- ia in 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d ianggarkan 
da lam ke lompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan 
pembayaran penghasi lan tetap d a n tun jangan. 

(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f a menggunakan penghi tungan sebagai 
be r ikut : 



a. bagi Desa dengan alokasi ADD k u r a n g dar i Rp 500.000.000,00 
( l ima ra tus j u t a rup iah ) , j u m l a h belanja penghasi lan tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desanya maks ima l 6 0 % (enam p u l u h perseratus) 
da r i ADD; 

b . bagi Desa dengan alokasi ADD Rp 500.000.000,00 ( l ima ra tus j u t a 
rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 ( tu juh ra tus j u t a rup iah ) , 
j u m l a h belanja penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desanya maks ima l 5 0 % (l ima p u l u h perseratus) da r i ADD; 

c. bagi Desa dengan alokasi ADD Rp 700.000.000,00 ( tu juh ra tus j u t a 
rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ra tus j u t a 
rup iah ) , j u r n l a h belanja penghasi lan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desanya maks ima l 4 0 % (empat p u l u h perseratus) da r i 
ADD; dan 

d . bagi Desa dengan alokasi ADD leb ih dar i Rp 900.000.000,00 
(sembilan ra tus j u t a rup iah ) , j u m l a h belanja penghasi lan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desanya maks ima l 3 0 % (tiga p u l u h 
perseratus) d a r i ADD. 

(4) Belanja pegawai sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) pelaksanaannya 
d ibayarkan setiap b u l a n . 

Pasal 14 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 12 ayat (3) 
h u r u f b d i gunakan u n t u k pengeluaran pembelian/pengadaan barang 
yang n i l a i manfaatnya k u r a n g dar i 12 (dua belas) bu l an . 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) antara l a in : 
a. Alat tu l i s kantor ; 
b . Benda pes; 
c. Bahan/mater ia l ; 
d . Pemeliharaan; 
e. Cetak/penggandaan; 
f. Sewa kantor desa; 
g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor ; 
h . Makan dan m i n u m ; 
i . Pakaian d inas dan a t r i bu tnya ; 

j . Perjalanan d inas; 
k . Upah ke i ja ; 
1. Honorar ium; 
m . Pemberian u a n g kepada masyarakat/kelompok masyarakat ; 
n . Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat ; dan 
o. Jasa kantor ; 

(3) Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
d i m a k s u d pada ayat (2) h u r u f m d i l a k u k a n i m t u k menunjang kegiatan 
seperti ban tuan sosial, i u r a n Panit ia Penyelenggara H a r i Besar Nasional 
(PPHBN) dan/a tau Panit ia Penyelenggara Har i Besar I s lam (PPHBI), i u r a n 
kerjasama antar desa, dan i u r a n kegiatan la innya, 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f n d i l akukan u n t u k menunjang 
pelaksanaan kegiatan. 

(5) Belanja barang j asa t idak dapat d ianggarkan pada b idang pelaksanaan 
pembangunan desa. 



Pasal I S 

(1) Belanja Modal sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 12 ayat (3) h u r u f c, 
d i gunakan u n t u k pengeluaran da lam rangka pembelian/pengadaan 
barang a t a u bangunan yang n i l a i manfaatnya leb ih dar i 12 (dua belas) 
bu l an . 

(2) Pembelian /pengadaan barang a tau bangunan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i gunakan u n t u k kegiatan penyelenggaraan kewenangan 
desa. 

(3) Belanja moda l hanya bisa d i a n ^ a r k a n pada B idang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

Pasal 16 

(1) Da lam ke lompok belanja u n t u k j en i s belanja barang dan jasa serta 
belanja moda l sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 12 ayat (3) h u r u f b 
dan c, dapat d i a n ^ a r k a n biaya pengelolaan kegiatan. 

(2) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d ipergunakan u n t u k : 
a. Honora r ium Panit ia Pelaksana Kegiatan; 
b. Biaya alat tu l i s kantor ; 
c. Biaya rapat d a n sosialisasi; 
d . Biaya perjalanan dinas; 
e. Biaya penyusunan Dokumen Perencanaan; 
f. Biaya pembuatan Laporan Kegiatan; dan 
g. Biaya dokumentas i . 

(3) N i la i Biaya pengelolaan k e ^ a t a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tersebut da lam Lampi ran I yang merupakan bagian 
t a k terp isahkan da lam Peraturan B u p a t i i n i 

Pasal 17 

(1) Da lam keadaan da ru ra t dan/a tau Keadaan Luar Biasa (KLB), 
pemer intah Desa dapat me l akukan belanja yang be lum tersedia 
anggarannya. 

(2) Keadaan da rura t dan/a tau KLB scbagaimeina d imaksud pada ayat (1) 
me rupakan keadaan yang sifatnya t idak biasa a tau tideik d iharapkan 
berulang dan/a tau mendesak. 

(3) Keadaan da ru ra t sebagaimana d i m a k s u d ayat (1) y a i t u antara l a in 
d ikarenakan bencana a lam, sosial, ke rusakan sarana dan prasarana. 

(4) Keadaan l u a r biasa sebagaimana d imaksud ayat (1) karena KLB/wabah. 
(5) Keadaan da ru ra t dan l u a r biasa sebagaimEina ayat (3) ditetapkEm dengan 

KeputusEin B u p a t i 
(6) Kegiatan da lam keadsiEin da ru ra t sebagaimEina d i m a k s u d pada ayat (2) 

diEinggarkan dalsim belanja t i dak terduga, 

Pasal 18 

(1) Belanja Desa yang d i t e tapkan da lam APBDesa d igunakan dengan 
ke ten tuan sebagEii be r ikut : 
a. pa l ing sedikit 7 0 % ( tu juh p u l u h perseratus) d a r i j u m l a h APBDesa 

digunEikan i m t u k mendana i penyelenggaraan PemerintahEin Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinEian kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaEin masyarakat Desa; dan 



b. pa l ing banyak 3 0 % {tiga p u l u h perseratus) d a r i j u m l a h APBDesa 
d igunakan u n t u k : 
1. penghasi lan tetap d a n tun jangan tambahan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 
2. operasional Pemerintah Desa; 
3. tun jangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; d a n 
4. insent i f r u k u n tetangga dan r u k u n war^a. 

(2) Da lam ha l terdapat belanja desa yang bersumber dar i b a n t u a n 
keuangan bersifat khusus , maka belanja tersebut t i dak d ipe rh i tungkan 
da lam ke ten tuan penggunaan belanja pa l ing sedikit 7 0 % ( tu juh p u l u h 
per seratus) d a n pal ing banyak 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h i m i f a dan h u r u f b, a k a n tetapi 
te tap d i a k u i sebagai pos pendapatan da lam APBDesa. 

Bagian Keempat 
Pembiayaan Desa 

Pasal 19 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (2) h u r u f 
c me l ipu t i semua pener imaan yang per lu dibayar kemba l i dan/a tau 
pengeluaran yang akan d i te r ima kembal i , ba ik pada t a h u n anggaran 
yang bersanglcutan m a u p u n pada t a h u n - t a h u n anggaran ber ikutnya . 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas 
kelompok: 
a. Penerimaan Pembiayaan; 
b. Pengeluaran Pembiayaan; dan 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a, 
mencakup: 
a. Sisa l eb ih perh i tungan anggaran (SiLPA) t a h u n sebelumnya; 
b . Pencairan Dana Cadangan; dan 
c. Hasi l penjualan kekayaan desa yang d ip isahkan. 

(4) SiLPA sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (3) h u r u f a antara l a in 
a. pe lampauan pener imaan pendapatan terhadap belanja, 
b. penghematan belanja, dan 
c. sisa dana kegiatan lan ju tan . 

(5) SilPA sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (4) merupakan pener imaan 
pembiayaan yang d i gunakan vmtuk : 
a. m e n u t u p i defisit anggaran apabi la realisasi pendapatan leb ih keci l 

da r i pada realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan l an ju tan ; dan 
c. mendanai kewaj iban la innya yang sampai dengan a k h i r t a h u n 

anggarem, b e lum diselesaikan. 
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f b 

d i gunakan u n t u k menganggarkan pencairan dana cadangan dar i 
rekening dana cadangan ke rekening kas Desa da lam t a h u n anggaran 
berkenaan. 

(7) Hasi l penjualan kekayaan desa yang d ip i sahkan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) h u r u f c d i gunakan u n t u k menganggarkan has i l penjualan 
kekayaan desa yang d ip isahkan. 



Pasal 2 0 

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 19 ayat (2) 
h u r u f b, t e rd i r i d a r i : 
a. Pembentukan Dana Cadangan; 
b. Penyertaan Moda l Desa; dan 
c. Pembayaran u t a n g 

(2) Pemerintah Desa dapat mcmben tuk dana cadangan sebagaimana 
d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f a u n t u k mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya t i dak dapat sekal igus/sepenuhnya d ibebankan 
da lam sa tu t a h u n anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) 
d i te tapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan desa sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pa l ing sedikit 
memuat : 
a. penetapan t u j u a n pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai da r i dana cadangan; 
c. besaran d a n rincian t a h u n a n dana cadangan yang ha rus d ianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. t a h u n anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
dapat bersumber dar i penyis ihan atas pener imaan Desa, kecual i da r i 
pener imaan yang pcnggunaannya te lah d i t en tukan secara k h u s u s 
berdasarkan pera turan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
h u r u f a d i t empatkan pada rekening tersendir i . 

(7) Penganggaran dana cadangan t i dak melebihi t a h u n akh i r masa j aba tan 
Kepala Desa. 

BAB V 
PENGELOLAAN 

Bagian Keaatu 
Perencanaan 

Pasal 21 

f l ) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes 
dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa 
berdasarkan RKPDesa 

12) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes dan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana d i m a k s u d pada 
ayat (2) d isampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan 
Desa u n t u k dibahas dan disepakat i bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pa l ing lambat bu l an Oktober 
t a h u n berjalan. 

(5) Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
d i te tapkan da lam Keputusan BPD. 



Pasa l 2 2 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang te lah disepakat i 
bersama sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 2 1 ayat (3) d isampaikan 
oleh Kepala Desa kepada B u p a t i me la lu i camat pa l ing l ambat 3 (tiga) 
h a r i sejak disepakat i u n t u k dievaluasi serta d i l amp i r i Rancangan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes. 

(2) B u p a t i mcnetapkEin has i l evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
d i m a k s u d pada ayat (1) dengan Keputusan pal ing lama 20 (dua pu luh ) 
h a r i ker ja sejak d i ter imanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(3) Da lam ha l B u p a t i t idak member ikan has i l evaluasi da lam batas w a k t u 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut ber laku 
dengan sendir inya. 

(4) Da lam ha l B u p a t i menyatakan has i l evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa t idak sesuai dengan kepentingan u m u m dan 
pe ra turan perundang-undangan yang leb ih t ingg i , Kepala Desa 
me lakukan penyempumaan pa l ing lama 7 (tujuh) h a r i ker ja t e rh i tung 
sejak d i ter imanya has i l evaluasi. 

(5) Kepala Desa menyampaikan has i l penyempumaan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa kepada BPD. 

(6) Persetujuan BPD atas penyempumaan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa sesuai has i l evaluasi d i te tapkan da lam Keputusan 
BPD. 

Pasal 2 3 

(1) Apabi la has i l evaluasi t idak d i t indak lan ju t i oleh Kepala Desa 
sebagaimEina d imaksud da lam Pasal 22 ayat (4) dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa, B u p a t i membata lkan Peraturan Desa dengan 
Keputusan Bupa t i . 

(2) PembatalEin Peraturan Desa sebagaimeina dimsiksud pada ayat (1) 
sekaligus menyatakan ber lakunya pagu APBDesa t a h u n anggaran 
sebelumnya. 

(3) Da lam h a l Pembatalan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) Kepala Desa 
hanya dapat me l akukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

(4) Kepala Desa memberhent ikan pelaksanEian PeraturEin Desa Pal ing l ama 7 
(tujuh) h a r i kerja setelah pembatalan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) dan se lanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut pera turan desa 
dimEiksud. 

Pasal 2 4 

(1) B u p a t i dapat mendelegasikan evEiluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentEing APBDesa kepada C a m a t 

(2) Camat menetaplcan has i l evaluasi REmcangan APBDesa sebagEiimana 
d i m a k s u d pada ayat (1) dengan Keputusan pal ing lama 20 (dua pu luh ) 
h a r i ker ja sejak d i ter imanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(3) Da lam h a l Camat t i dak member ikan has i l evaluasi da lam batas w a k t u 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut ber laku 
dengan sendir inya. 



(4) Da lam ha l Camat menyatakan has i l evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa t i dak sesuai dengan kepentingan u m u m d a n pera turan 
perundang-undangan yang leb ih t inggi , Kepala Desa me lakukan 
penyempumaan pal ing lama 7 (tujuh) h a r i ker ja t e rh i t img sejak 
d i ter imanya has i l evaluasi. 

(5) Apabi la has i l evaluasi t i dak d i t i ndak lan ju t i oleh Kepala Desa 
sebagaimana d i m a k s u d ayat (4) d a n Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, 
Camat menyampaikan u s u l a n pembatalan Peraturan Desa kepada 
Bupa t i . 

(6) Ketentuan lebih lan ju t mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat d i a tu r da lam Peraturan 
Bupa t i . 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 2 5 

(1) Semua pener imaan dan pengeluaran desa da lam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa d i laksanakan me la lu i rekening kas desa. 

(2) Rekening Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah da lam 
ben tuk rekening giro 

(3) Se luruh pener imaan Desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) yang 
d i t e r ima bendahara t i dak diperbolehkan d ipaka i secara langsung 
sebelum disetor ke rekening kas Desa. 

(4) B a ^ Desa yang sudah memi l i k i pelayanan perbankkan d i wi layahnya, 
pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib disetor 
ke rekening kas desa 1x24 j a m . 

(5) Khusus bagi desa yang be lum memi l i k i pelayanan perbsinkkan 
d i wi layahnya a t a u lokasinya j a u h dar i pelayanan pe rbankkan maka 
penyetoran pener imaan Desa ke rekening kas desa d i l akukan 1 (satu) 
bu l an sekal i . 

(6) Semua pener imaan dan pengeluaran desa sebagaimana d i m a k s u d pada 
ayat (1) harus d i d u k u n g oleh b u k t i yang lengkap dan sah. 

Pasa l 2 6 

(1) Pemerintah desa d i larang me lakukan pungu tan sebagai pener imaan desa 
selain yang d i te tapkan da lam pe ra turan desa. 

(2) Bendeihara dapat meny impan u a n g da lam ben tuk t u n a i u n t u k 
memenuh i k e b u t u h a n operasional pemer intah desa pa l ing banyak 
sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua P u l u h l ima j u t a rup iah ) . 

Pasal 2 7 

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa t idak dapat 
d i l a k u k a n sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
d i te tapkan menjadi Peraturan Desa. 

(2) Pengeluaran desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) t idak t e rmasuk 
i m t u k belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran yang d i te tapkan da lam Peraturan Kepala Desa. 

(3) Penggunaan biaya tak terduga ter lebih d u l u harus d ibua t Rinc ian 
Anggaran Biaya yang te lah d i sahkan oleh Kepala Desa. 



Pasal 2 8 

(1) T i m Pengelola Kegiatan mengajukan pendanaan u n t u k melaksanakan 
kegiatan ha rus disertai dengan dokumen antara l a in Rencana Anggaran 
Biaya. 

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
diver i f ikasi oleh Sekretaris Desa dan d i sahkan oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap t i ndakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan b u k u kas pembantu kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan d i desa. 

Pasal 2 9 

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana d i m a k s u d da lam 
Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan S u r a l Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 

(2) S u r a l Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) t i dak boleh d i l akukan sebelum barang dan a tau j a sa d i ter ima. 

Pasal 3 0 

Pengajuan SPP sebagaimana d imaksud da lam Pasal 29 ayat (1) t e rd i r i atas: 
a. S u r a l Permintaan Pembayaran (SPP); 
b . Pemyataan tanggungjawab belanja; dan 
c. Lampi ran b u k t i t ransaks i 

Pasal 31 

(1) Da lam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 30 , Selaetaris Desa berkewajiban u n t u k : 
a. menel i t i kelengkapan permintaan pembayaran d i a jukan oleh 

pelaksana kegiatan; 
b. menguj i kebenaran perh i tungan tag ihan atas beban APBdes yang 

t e r can tum da lam permintaan pembayaran; 
c. menguj i ketersedian dana u n t u k kegiatan d imaksud ; dan 
d . menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 

apabi la t idak memenuh i persyaratan yang d i te tapkan. 
(2) Berdasarkan SPP yang te lah d i veri f ikasi Sekretaris Desa sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (1), Kepala Desa menyetu ju i permintaan 
pembayaran dan bendahara me lakukan pembayaran. 

(3) Pembayaran yang te lah d i l akukan sebagaimana pada ayat (2) 
selanjutnya bendahara me lakukan pencatatan pengeluaran. 

Pasal 3 2 

Bendahara desa sebagai waj ib p u n g u t pajak penghasi lan (PPh) dan pajak 
la innya , waj ib menyetorkan se lu ruh pener imaan potongan dan pajak yang 
d i p u n g u t n y a ke rekening kas Negara dan/a tau kas daerah sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 



Pasal 3 3 

Pengadaan barang dan/a tau j a sa d i Desa d i a tu r dengan Peraturan B u p a t i 
dengan berpedoman pada ke tentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Bagian Ketiga 
Perubahan APBDesa 

Pasal 3 4 

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat d i l a k u k a n apabi la 
te i jad i : 
a. keadaan yang menyebabkan harus di lakiokan pcrgeseran an tar j en i s 

belanja; 
b . keadaan yang menyebabkan sisa lebih perh i tungan anggaran (SilPA) 

t a h u n sebelumnya h a m s d igunakan da lam t a h u n berjalan; 
c. ter jadi penambahan dan/a tau pengurangan da lam pendapatan desa 

pada t a h u n berjalan; 
d . ter jadi per ist iwa khusus , seperti bencana a lam, kr is i s po l i t ik , kr is is 

ekonomi, dan/atau k e m s u h a n sosial yang berkepanjangan; dan/atau 
e. p embahan mendasar atas kebi jakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 
(2) Pembahan APBDesa hanya dapat d i l akukan 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) 

t a h u n anggaran. 
(3) Pembahan APBDesa d i te tapkan da lam Peraturan Desa. 
(4) Tata cara pengajuan dan proses penyusunan Peraturan Desa tentang 

p e m b a h a n APBDesa adalah sama dengan ta ta cara penetapan Peraturan 
Desa tentang APBDesa. 

Pasal 3 5 

(1) Da lam ha l B a n t u a n keuangan dar i APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 
serta h i bah dan ban tuan p ihak ketiga yang t idak mengikat ke desa 
d i t e r ima setelah d i te tapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, 
kegiatan d i laksanakan dengan me lakukan pembahan atas Peraturan 
Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan 

(2) Pembahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBdesa 
sebagaimana d imaksud ayat (1) u n t u k selanjutnya d i t ampung da lam 
Peraturan Desa tentang Pembahan APBdesa 

(3) Da lam h a l B a n t u a n keuangan d a r i APBD Provinsi d a n APBD Kabupaten 
serta h i bah dan b a n t u a n p ihak ketiga yang t idak m e n ^ k a t ke desa 
d i te r ima setelah d i te tapkannya Peraturan Desa tentang Pembahan 
APBDesa, kegiatan d i laksanakan dengan me lakukan pembahan atas 
Peraturan Kepala Desa tentang Pembahan penjabaran APBDesa sebagai 
dasar pelaksanaannya 

(4) Pembahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Pembahcin 
APBdesa sebagaimana d i m a k s u d ayat (3) u n t u k se lanjutnya 
dipertangungjawabkan da lam pera turan Desa tentang 
pertanggungjawabkan APBDesa. 

(5) Pembahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) a t au Peraturan Kepela Desa 
tentang Pembahan Penjabaran APBdesa d isampaikan kepada BPD. 



Bagian Keempat 
Penatausahaan 

Pasal 36 

f l ) Penatausahaan d i l a k u k a n oleh Bendahara Desa. 
(2) Bendahara Desa waj ib me lakukan pencatatan setiap pener imaan dan 

pengeluaran serta me lakukan t u t u p b u k u setiap akh i r bu l an secara 
ter t ib . 

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan u a n g me la lu i laporan 
pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
d i sampaikan setiap bu l an kepada Kepala Desa pa l ing lambat tanggal 10 
b u l a n ber ikutnya . 

Pasal 3 7 

Pcnatausahaan pener imaan d a n pengeluaran sebagaimana d i m a k s u d da l am 
Pasal 36 ayat (1), menggunakan: 
a. b u k u kas u m u m ; 
b . b u k u Kas Pembantu Pajak; dan 
c. b u k u Bank . 

Bagian Ke l ima 
Pelaporan 

Pasal 38 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada B u p a t i berupa: 
a. Laporan bu lanan ; 
b . laporan semester pertama; dan 
c. laporan semester kedua. 

(2) Laporan bu lanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a berupa 
laporan realisasi APBDesa setiap bu l an yang d isampiakan pa l ing l ambat 
tanggal 10 bu l an ber ikutnya 

(3) Laporan semester pertama sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b 
berupa laporan r e^ i sas i APBDesa. 

(4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) d i sampaikan peiling lambat pada akh i r b u l a n 
J u l ! t a h u n berjalan. 

(5) Laporan semester kedua sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f c 
d i sampaikan pal ing lambat pada a k h i r bu l an J a n u a r i t a h u n ber ikutnya . 

Bagian Keenam 
Pertanggungjawaban 

Pasa l 39 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada B u p a t i setiap akh i r t a h u n anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi peleiksanaEin APBDesa 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), t e rd i r i da r i pendapatan, belanja, 
d a n pembiayaan. 



(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) d i te tapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l amp i r i : 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

T a h u n Anggaran berkenaan; 
b . format Laporan Kekayaan M i l i k Desa per 3 1 Desember T a h u n 

Anggaran berkenaan; dan 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

m a s u k ke desa. 

Pasal 4 0 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
d i m a k s u d da lam pasal 39 ayat (1) merupakan bagian t i dak terp isahkan 
d a r i laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 41 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana d imaksud da lam Pasal 38 dan 39 d i in formas ikan 
kepada masyarakat secara te r tu l i s dan dengan media informasi yang 
m u d a h diakses o leh masyarakat . 

(2) Media in formasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) antara l a in papan 
pengumuman, radio komuni tas , d a n media in formasi laixmya. 

Pasal 4 2 

f l ) Laporan realisasi dan laporan pe r t an^qng j awaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 4 1 ayat (1) 
d i sampaikan kepada B u p a t i me la lu i camat 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), d i sampa ikan pa l ing lambat 1 
(satu) bu l an setelah akh i r t a h i m anggaran berkenaan. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4 3 
(1) Camat me lakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang m e l i p u t i : 

a. Memfasi l i tasi admin is t ras i keuangan desa. 
b . Memfasi l i tasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

perencanaan, penyusunan APBdesa, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban APBDesa. 

c. Memfasi l i tasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. 
(2) Inspektorat Kabupaten me lakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan ke ten tuan pera turan perundang-
undangan . 



BAB V I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 4 

(IJ Ketentuan mengenai: 
a. Besaran biaya pengelolaan k e ^ a t a n t e rcantum da lam Lampi ran I ; 
b . Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

t e r can tum da lam Lampi ran I I ; 
c. Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APBDesa t e r can tum da lam Lampi ran 111; 
d . Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 

APBDesa t e r can tum da lam Lampi ran IV; 
e. Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Perubahan Penjabaran APBDesa t e r can tum da lam Lampiran V; 
f. Contoh Format Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa t e r can tum da lam l a m p i r a n V I ; 
g. Contoh Format Keputusan BPD tentang Persetujuan Penyempumaan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa t e rcantum da lam 
Lampi ran V I I ; 

h . Contoh Rencana Anggaran Biaya, Contoh B u k u Kas Pembantu 
Kegiatan, Contoh Surat Permintaan Pembayaran, Contoh Pemyataan 
Tanggungjawab Belanja, Contoh B u k u Kas U m u m , Contoh B u k u Kas 
Pembantu Pajak, Contoh B u k u B a n k Desa, dan Contoh Laporan 
Kekayaan Desa t e r can tum da lam Lampi ran V I I I ; 

i . Contoh Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa t e rcantum da lam 
Lampi ran DC; d a n 

j . Contoh format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa t e r can tum da lam Lampi ran X ; 

yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan B u p a t i i n i 
(2) Contoh-contoh format sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b, c, 

d , e, f, g, h , i , dan j da lam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan 
kond is i d i masing-masing Desa dan perkembangan Paraturan 
Perundang-Undangan yang be r l aku . 

BAB V I I I 
PENUTUP 

Pasal 4 5 

Dengan ber lakunya Peraturan i n i , maka Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 28 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, d icabut d a n 
d inyatakan tidaik ber laku . 



Pasal 4 6 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcngundangkan Peraturan B u p a t i i n i 
Da lam ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 12 - 1 - 2015 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

D iundap^ lun fii Pacitan 
Pada ta^jggal ^2 Janua r i 2 0 1 5 

B E K R E T A B ^ ' D A E ^ 
; KAl^UPATEN PACITAN 

INDARTATO 

Drs .SUKO WIYONO.MM 
Pembina Utama Hadya 

NIP. 19591017 198503 1 0 1 5 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 5 NOMOR 1 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

BESARAN BIAYA PENGELOLAAN K E G I A T A N 

NO - . PAGU KEGIATAN 
BIAYA PENGELOLAAN 

KEGIATAN riblK KONSTRUKSl 
MAKSIMAL 

(%) 

RIAVA PFNflPI n i AAN 
KEGIATAN nSIK NGN 

KONSTRUKSI 
/BARANG/JASA MAKSIMAL 

l/oj 

X 2 4 5 

1 0 s.d. 50.000.000,00 12,000 6,000 
2 >50.000.000.00 s.d. 100.000.000,00 10,000 5,000 
3 > 100.000.000.00 s.d. 200.000.000,00 7,500 3,7500 
4 >200.000.000.00 s.d. 300.000.000.00 6,667 3,3335 
5 >300.000.000.00 s.d. 400.000.000,00 6,250 3,125 
6 >400.000.000.00 s.d. 500.000.000,00 6,000 3,000 
7 >500.000.000,00 s.d. 600.000.000.00 5,833 2,9165 
8 >600.000.000,00 s.d. 700.000.000,00 5.714 2,857 
9 >700.00a.000,00 s.d. 800.000.000,00 5,625 2,8125 
10 >800.000.000,00 s.d. 900.000.000,00 5,556 2,778 
11 >900.000.000,00 s.d. 1.000.000.000.00 5.500 2,75 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN I I PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 S 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORBSAT RANCANGAN PERATURAN D E S A TENTANG APBDESA 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN D E S A 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 
TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHBSAT TUHAN YANG BIAHA E S A 

K E P A L A D E S A 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ke ten tuan Pasal 73 Undang-Undang 
Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, Kepala Desa 
menetapkan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa setiap 
t a h u n dengan Peraturan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, pe r lu menetapkan Peraturan Desa 

tentang A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja Desa 
T a h u n Anggaran ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dar i Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 111 T a h u n 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor T a h u n 
tentang ; 

9. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor T a h u n tentang 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa Nomor T a h u n 
tentang ; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERBSUSYAWARATAN D E S A 

dan 
K E P A L A DESA . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN D E S A TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A TAHUN 
ANGGARAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran dengan r inc i an 

sebagai ber ikut : 

1. Pendapatan Desa Rp 

2 . Belanja Desa 

a. B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 

b. B idang pelaksanaan pembangunan desa Rp 

c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 

d . B idang Pemberdayaan Masyarakat Rp 

e. B idang belanja Tak Terduga Rp 

J u m l a h Belanja Rp 

Surp lus/ (Defisit) Rp 

3 . Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pcmbia j^an Rp 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp 



P a s a l 2 

Uraian lebih l an ju t mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana d i m a k s u d Pasal 1, t e r can tum da lam l amp i ran Peraturan Desa i n i 

b e rupa Rinc ian S t r u k t u r A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja Desa. 

P a s a l 3 

Lampiran- lampi ran sebagaimana d imaksud da lam pasal 2 merupakan bagian 

y a n g t i dak te rp isahkan d a r i Peraturan Desa i n i . 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan 

Desa i n i . 

Pasal 5 

Peraturan Desa i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Desa i n i da lam Lembaran Desa 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

K E P A L A D E S A 

Diundangkan d i . . . 
pada tangga l . . . 
S E K R E T A R I S D E S A ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



LAMPIRAN : PERATURAN D£SA 
NOMOR : 
TANGGAL : 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 
P E M E R I N T A H DESA. . . KECAMATAN ... 

TAHUN ANGGARAN .... 

K O D E R E K E N I N G A V A W T 

URAIAN 
ANGGARAN 

(RpJ 
K E T E R A N G A N 

1 2 3 4 
1 PENDAPATAN 

1 1 PENDAPATAN ASU DESA 

1 1 1 HasU Usaha 

1 1 2 Hasi l Aset Desa 

1 1 3 Swadaya, Part is ipasi , dan Gotong royong 

1 1 4 La in - ia in Pendapatan As l i Desa Yang S a h 

i 2 PENDAPATAN TRANSFER 

1 2 1 Dana Desa 

1 2 2 Bagian dari has i l pajak dan retribusi daerah kabupaten 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuangan 



1 3 PBNDAPA TAN LAIN-LAIN 

1 3 1 P ̂  4 A 4 K P P ^ ^P fl p P P P ^ 

Hlbah atau Sumbangan dari P ihak Ket iga yang T idak 
Mengikat 

1 3 2 La in -La in Pendapatan Desa yang S a h 

J U M L A H PENDAPATAN 

2 B E L A N J A 

2 J BIDANO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

2 1 1 Penghasi lan Tetap dan Tunjangan 
2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 
2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 
2 1 4 Kegiatan Operasional RT/RW 
2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga Mlsk in 

2 1 6 Kegiatan Pembaharuan Admin is t ras l Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Aset Desa 

2 1 8 Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa 

2 1 9 Kegiatan Pembaharuan Profll Desa 

2 1 10 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Kepala Desa 

2 1 11 Kegiatan FasUitas i PemUihan Anggota BPD 

2 1 12 Kegiatan FasUitas i PemUihan Perangkat Desa 

2 1 13 K e g i a U n FasUitas i PemUihan Pengurus RT/RW 



2 1 14 Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa 

2 1 15 Kegiatan Fas i l i t a s i Lomba Desa 

2 1 16 Kegiatan Fas i l i t a s i Lomba APBDes 

2 1 17 Kegiatan pengentasan keml sk inan 

2 1 18 Kegiatan pe lunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan Tanah Desa 

2 1 2 0 Kegiatan Pengadaan Alat E l ek t ron ik 

2 1 21 Kegiatan Pengadan Mebeler 

2 1 2 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 2 3 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor Ia in 

2 1 2 4 Kegiatan Pemer intahan Desa La innya 

2 2 BIDANO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sa luran Ir igasi 

2 2 2 Kegiatan Pengaspalan J a l a n Desa 

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 

2 2 5 Kegiatan Pembangunan j a l an desa 

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 

2 2 8 Kegiatan pembangunan n i m a h ibadah . 

2 2 9 Kegiatan pembangunan la innya 



2 3 BIDANO PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketent raman dan Ketert iban 

2 3 2 Kegiatan POSYANDU 

2 3 3 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Us ia D in i 

2 3 4 Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program K B 

2 3 5 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa trainnya 

2 4 BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

2 4 1 Kegiatan Pe lat ihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

2 4 2 Kegiatan Operasional P K K 

2 4 3 Kegiatan Operasional Karang Ta runa 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 

2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 

2 4 6 Kegiatan Operasional LINMAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 

2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan La innya 

2 5 BIDANQ BELANJA TIDAK TERDUGA 

2 5 1 Keadaan Darurat dan/atau kejadlan luar b iasa 

JUMLAH B E L A N J A 



SURPLUS/ (DEFISIT ) 

3 PEMBIAYAAN 

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3 1 1 S iLPA 

3 1 2 Pencai ran Dana Cadangan 

3 1 3 Has i l Penjualan Kekayaan Desa Yang Dip isahkan 

J U M L A H 

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 

J U M L A H 

K E P A L A D E S A 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN U I : PERATURAN B U P A t i PACITAN 
NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN K E P A L A D E S A 
TENTANG PENJABARAN APBDESA 

KEPALA DESA {Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN K E P A L A D E S A 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 

TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA E S A 

K E P A L A D E S A 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ke tentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor ... T a h u n tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa T a h u n Anggaran .., Kepala Desa 
menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d i m a k s u d 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran A n ^ a r a n Pendapatan d a n 
Belanja Desa T a h u n Anggaran 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah P e n ^ a n t i Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber D a r i Anggaran Pendapatan D a n 
Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

6. Peraturan Menter i Da l am Negeri Nomor 111 T a h u n 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7. Peraturan Menter i Da lam I4e|^ri Nomor 113 T a h p n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... T a h u n 
tentang ; 

9. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor T a h u n tentang 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa Nomor t a h u n tentang Anggaran 
Pendapatan d a n Belanja Desa T a h u n Anggaran ; 

12. Peraturan Desa Nomor T a h u n tentang ; 

MEBiIUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN K E P A L A D E S A TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 
TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 
dengan r inc i an sebagai be r ikut : 
1. Pendapatan Desa Rp. 
2 . Belanja Desa 

a. B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 
b . B idang pelaksanaan pembangunEin desa Rp. 
c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 
e. B idang Tak Terduga Rp-
J u m l a h Belanja Rp. 

Surp lus/ (Defisit) Rp. 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.. 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 

Pasal 2 

Ura ian lebih l an ju t mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana d imaksud Pasal 1, t e r can tum da lam l amp i ran Peraturan 
Desa i n i berupa Rinc ian S t r u k t u r Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 3 

Lampi ran- lampi ran sebagaimana d imaksud da lam pasal 2 merupakan bagian 
yang t i dak terp isahkan dar i Peraturan Desa i n i . 



P a s a l 4 

Peraturan Desa i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa i n i da lam Ber i ta Desa 

Ditetapkan dl 
Pada tanggal 

K E P A L A D E S A 

Diundangkan d i . . . 
pada tangga l . . . 
S E K R E T A R I S D E S A . . . (Nama Desa), 

t anda tangan 

NAMA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



LAMPIRAN : PERATURAN K E P A L A DESA, 
NOMOR 
TANGGAL : 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 
P E M E R I N T A H DESA. . . KECAMATAN ... 

TAHUN ANGGARAN. . . . 

V v n 4 K w 4 H f l f l 

K O D E R E K E N I N G URAIAN ANGGARAN (Rp) K E T E R A N G A N 

1 2 3 4 
1 PENDAPATAN 

1 1 PENDAPATAN ASU DESA 
1 1 1 HasU Usaha 

1 1 1 1 Laba/Keuntungan BUMdes 

1 1 1 2 Laba/Keuntungan LKD 

1 1 1 3 Hasi l usaha l a innya 

1 1 2 Has i l Aset Desa 
1 1 2 1 Tanah kas desa 

1 1 2 2 Pasar Desa 

1 1 2 3 Pasar Hewan 

1 1 2 4 Bangunan Desa 



1 1 2 5 Tambatan pe rahu yang d i u r u s oleh Desa 

1 1 2 6 Objek rekreasi yang d iu rus oleh Desa 

1 1 2 7 Pemandian u m u m yang d i u r u s o leh desa 

1 1 2 8 H u t a n desa 

1 1 2 9 Perairan/pantai da lam batas t e r t e n t u yang d i u r u s oleh desa 

1 1 2 10 Tempat - tempat pemancingan d i sunga i 

1 1 2 11 Pelelangan i k a n yang dikelo la o leh desa 

1 1 2 12 Ja l an desa 

1 1 2 13 La in - l a in kekayaan m i l i k desa 

1 1 3 Swadaya, Partis ipasi , dan Gotong royong 

1 1 3 1 Swadaya, Part is ipasi , d a n Gotong royong 

1 1 4 La ln - la in Pendapatan As l i Desa Yang Sah 

1 1 4 1 Pungutan desa 

i 2 PENDAPATAN TRANSFER 

1 2 1 Dana Desa 

1 2 1 1 Dana desa 

1 2 2 Bagian dar i has i l pajak dan retr ibusi daerah kabupaten/ 
kota 

1 2 2 1 Bagi has i l pajak daerah 



1 2 2 2 Bagi has i l r e t r ibus i 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 

1 2 3 1 Alokasi Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuangan 

1 2 4 1 B a n t u a n Keuangan Provinsi 

1 2 4 2 B a n t u a n Keuangan Kabupaten 

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 

1 3 1 Hibah atau Sumbangan dari P ihak Ket iga yang T idak 
Menr ikat 

1 3 1 1 H ibah a tau Sumbangan d a r i P ihak Ketiga yang T idak 
Mengikat 

1 3 2 La in -La in Pendapatan Desa yang S a h 

1 3 2 1 Hasi l ker jasama dengan p ihak ketiga 

1 3 2 2 B a n t u a n perusahaan d i desa 

1 3 2 3 Pendapatan la innya 



JUMLAH PENDAPATAN 
2 B E L A N J A 
2 1 

2 1 1 Penghasi lan Tetap dan Tunjangan 
2 1 1 1 Bclanja Pegawai 

a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa 

b. Tun jangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa d a n 

\*t i L i i l J c U l ^ c i X i DrU 

H ' P i i t i i c i n c f o n P i i m o R V i a t r t i P^^QTifrl/'at" n ^ c a 

e. Insent i f RT/RW 
f 1 * 1 ' 

f. Tun jangan l am- la in 

2 1 2 t i _ __ ... • to to* ..—4 ^ 

Kegiatan Operasional Perkantoran 
ĥ to 

2 1 2 2 
Belanja Barang dan J a s a 

cl« f V L a L L L l i i b ikcUlLUA 

O C I l U c L L J U b 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemel iharaan 

e- Cetak/penggandaan 



f Rpw^i Wantr^r Hp^a 
M t V r " ' 1 L U X L X U L3CX 

0 Rpwa nprlpriDVar^an riati r^pralatan Ifantnr 

li Mfltan Han tn im im 

1 P a t a i a n Hma<! Han alr iHiitnva 

1 Ppr ia lanan Hina<i 
1* i V f i j C U C U X C U l U I X I C X . 3 

k . Upah kerja 

1. Honora r ium 

m . Pemberian u a n g kepada masyarakat/ke lompok masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
Tnn ^vf l m lest t 

T 1 

o. Jasa kan to r 
t * * W to* ^*toto rftofV 1 #* 1 #* ^* to* X * 1 ^* to* fl* to* fl« ̂tofl* to* #to k #V k* fl* 

p. Diaya pengeioiaan oeianja narang jasa 

4 J o to* J i r l to* X to* ̂to ̂ ĥ̂to to* kkto* to* to ̂to ̂to to* • ̂ Ŝ Ŝ L̂ 
Aegiatan operas iona l oru 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 
a A lat tu l i s kan to r 

b . Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



p f^pfflW /nPT i00 f l nH5 i f l n 

Cf RpTi^a n p i * l p n orl^a r^a ri H a n t^^ fa 1 a f a n t a n t m * 

\\ \J{^\cc\T\ H a n T Y i i m i m l i t i v i cu^a i i u o i i i l i i l l L l i i l 

i P a l r n i a n H i n a ^ H a n a t W h i i f n v a 

1 P p T i a l a n a n H i n a Q 

k. Upah ker ja 

1. H o n o r a r i u m 

m . Pemberian uang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
m a cvQ T*a f 

n A Ta ̂ a t a n tn t * 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 1 4 Kegiatan Operasional RT/RW 

2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga M l sk in 

2 1 6 Kegiatan Pembaharuan Admin is t ras l Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Aset Desa 

2 1 8 Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa 

2 1 9 Kegiatan Pembaharuan Profll Desa 



2 1 10 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Kepala Desa 

2 1 11 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Anggota BPD 

2 1 12 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Peranglcat Desa 

2 1 13 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Pengurus RT/RW 

2 1 14 Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa 

2 1 15 Kegiatan FasU i tas i Lomba Desa 

2 1 16 Kegiatan FasU i tas i Lomba APBDes 

2 1 17 Kegiatan pengentasan kemiakinan 

2 1 18 Kegiatan pelunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan Tanah Desa 

2 1 19 3 Belanja Modal 
T * L . 1 • , 1 

a. Pembelian t a n a h 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 

2 1 2 0 Kegiatan Pengadaan Alat E l ekt ron ik 
^\ to to* to* to* 

2 1 2 0 3 
9 9 to t W _ 4 4 

Belanja Modal 
a. Pembelian Komputer 

1 _ 1 * 4 1 4 - 1 ' 1 4 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 



2 1 21 Kegiatan Pengadan Mebeler 

2 1 2 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 2 3 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor l a in 

2 1 2 4 Kegiatan Pemerintahan Desa La innya 

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Saluran Ir igasi 
^ % to* to to* 

2 2 1 3 Belanja modal 

a. pembangunan /perba ikan sa luran ir igasi 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 

2 2 2 Kegiatan Pengaspalan J a l a n Desa 
to* / 9 to9 to> 

2 2 2 3 Belanja modal 

a. pengaspalan j a i an . 

- jaicUl UUoLlIl t\ 

— j o i a i i uLioui i o 

r\ V\i^iro y^tonfT^I/ l̂oan 1~i4>1onj4 
lit L/iaya pei igciuiaan uc ian ja i i iuuai . 

- j Elian d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 



2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 

2 2 5 Kegiatan Pembangunan Jalan desa 

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Gedung X^embaga Desa 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 

2 2 8 Kegiatan pembangunan rumah ibadah 

2 2 9 Kegiatan Pembangunan La innya 

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketert iban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan J a s a 

a, nidL Lulls KiiilLUr 

LJ. DCIlUa pus 

U. udJldll/IVlctLCriill 

u . r c ine i ina raa i i 

c. \.,c\aj^/ penggaiiuaEiii 

f. Sewa kan to r desa 
A V VflA * r T T %f̂ » A M^rl • A %l*to A AM *— Ato AriA 

g. Sewa per lengkapan dan peralatan k a n t o r 

h . M a k a n dan m i n u m 



1. f aKa i an ainas aan airiDUinya 

i 1 >A»^Afl n 1 n V * to* ** tol« k * to* to* 

J . feijaianan ainas 
k. Upah kerja 

• 

1. Honorarium 

m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat 

n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok 
• h i o f 1 T O tod L F d ^ 

masyaraicax 
0. J a s a kantor 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a s a 

2 3 2 Kegiatan POSYANDU 

2 3 3 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Us i a D in i 
2 3 4 Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program K B 

2 3 5 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa La innya 

2 4 BWANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
2 4 1 Kegiatan Pelat ihan Kepa la Desa dan Perangkat Desa 

2 4 2 Kegiatan Operasional P K K 

2 4 2 2 BeXanja Barang dan Jasa 

a. Alat tulis kantor 



D. Uenaa pos 

c. Banan / Material 
flj 1 ~t ^̂ ^̂ A flA 1 fl ^A ^A fl* fl* 

a. remelinaraan 
e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kantor desa 
flW 4- ̂  AAA W A fl* fl*^*! fl* flkrl V fl* AK fl* A l * fl* fl* ^̂ A ^A ^A^A 1 ^A ^ ^A Ai* • A fl* ^̂ A L flA AA 

g. bewa perxengKapan dan peralatan Kantor 
Afl WL n fl* r A fl* « * A * fl* * * Ai^fl* fl « * A 4 A * i * 

n. MaKan dan minuni 
A T S f l * 1 A fl* A fl* fl^A flfl fl ^ * fl* fl* flJ fl* MA fl* W fl^A A * A * X v 

1. rakaian dinas dan atnbutnya 
1 1 J f l * AAA fl* 1 F * A * fl* V * flto fl A^* fl* fl* 

J . rerjaianan dinas 
k. Upah keija 

1. Honorarium 

m. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat 

n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat 

o. J a s a kantor 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a s a 

2 4 3 Kegiatan Operasional Karang Ta runa 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 



2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 

2 4 6 Kegiatan Operasional LINMAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 

2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan La innya 

2 S BIDANG BELANJA TIDAK TBRDUGA 
2 5 1 Keadaan Darurat dan/atau kejadlan luar biasa 

JUMLAH B E L A N J A 

SURPLUS/ (DEF IS IT ) 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 PENERIMAAN PEMBUYAAN 
3 1 1 S iLPA 

3 1 2 Penca i ran Dana Cadangan 

3 1 3 HasU Penjualan Kekayaan Desa Yang Dip isahkan 

J U M L A H 



3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 

JUMLAH 

K E P A L A DESA, 

T T D 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN D E S A 
TENTANG PERUBAHAN APBDESA 

KEPALA DESA {Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN D E S A 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 
TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(| MAHA E S A 

K E P A L A D E S A , 

Menimbang : a. bahwa karena terjadi keadaan yang menyebabkan ha rus 
d i l a k u k a n pcrgeseran an tar j en i s belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa l eb ih perh i tungan anggaran (SilPA) 
t a h u n sebelumnya ha rus d i gunakan da lam t a h u n berjalan, 
terjadi penambahan dan/a tau pengurangan da lam 
pendapatan desa pada t a h u n berjalan, ter jadi per ist iwa 
k h u s u s , seperti bencana a lam, kr is i s poUtik, kr is i s 
ekonomi , dan/a tau k e r u s u h a n sosial yang berkepanjangan, 
dan/a tau perubahan mendasar atas kebi jakan Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ke tentuan Pasal 33 
Peraturan Menter i Nomor 113 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, maka pe r lu d i l a k u k a n 
perubahan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan P e r a t u r ^ Desa 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa T a h u n Anggaran ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tenfang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 ; 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 3 T a h u n 2014 tei^tar^^ 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h p n 
2014 tentang Desa; 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber D a r i Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 111 T a h u n 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7 . Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor T a h u n 
tentang ; 

9 . Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor T a h u n tentang 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h i m 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa Nomor T a h u n 
tentang ; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

dan 
K E P A L A DESA . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN D E S A TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 
TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n A n ^ a r a n semula 

ber jumlah Rp ber tambah/berkurang se jumlah Rp sehingga 

menjadi Rp dengan r inc i an sebagai be r ikut : 

1. Pendapatan Desa 

a. Semula Rp 

b . Bertambah/(Bcrkurang) Rp 

J u m l a h setelah perubahan Rp 

2 . Belanja Desa 

a. B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

1) Semula Rp 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 

J u m l a h setelah perubahan Rp 



b. B idang pelaksanaan pembangunan desa 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) E R : 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) R p . 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

d . B idang Pemberdayaan Masyarakat 

1) Semula Rp, 

2) Bei tambah/(Berkurang) Rp; 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

e. B idang Tak Terduga 

1) Semula Rp 

2) Bertambah/(Berkurang) R p 

J u m l a h setelah perubahan R p 

J u m l a h Belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit ) Rp 

3. Pembiayaan Desa 

a, Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp 

2) Bertambah/(Berkurang) R p 

J u m l a h setelah perubahan Rp, 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp, 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp, 

Sel is ih Pembiayaan { a - b ) Rp 



Pasal 2 

Ura ian lebih l an ju t mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa sebagaimana d imaksud Pasal 1, t e r can tum da lam l amp i ran Peraturan 

Desa i n i berupa Rinc ian S t r u k t u r A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja Desa. 

P a s a l 3 

Lampiran- lampi ran sebagaimana d i m a k s u d da lam pasal 2 merupakan bagian 

y a n g t idak te rp isahkan d a r i Peraturan Desa i n i . 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan 

Desa i n i . 

Pasal 5 

Peraturan Desa i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Desa i n i da lam Lembaran Desa 

D i t e t a p k a n d l 
Pada tangga l 

KEPALA DESA 

D i u n d a n g k a n d i . . . 
pada tangga l . . . 
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR 



LAMPIRAN : PERATURAN DESA, 
NOMOR 
TANGGAL : 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 
PEMERINTAH DESA. . . KECAMATAN ... 

TAHUN ANGGARAN .... 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 
ANGGARAN 

( R p ) KETERANGAN K O D E R E K E N I N G URAIAN 
S E B E L U M S E S U D A H 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 
1 PENDAPATAN 

1 1 PENDAPATAN ASU DESA 
1 1 1 HaaU Usaha 

1 1 2 HasU Aset Desa 

1 1 3 Swadaya, Part is ipasi , dan Gotong royong 

1 1 4 La in - i a in Pendapatan AsU Desa Yang S a h 

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 
1 2 1 Dana Deaa 

1 2 2 Bagian dar i hasU p^jak dan retr ibusi daerah 
kabupaten 

1 2 3 Alokas i Dana Desa 



1 2 4 Bantuan Keuangan 

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 
1 3 1 Hibah atau Sumbangan dari P ihak Ketiga yang T idak 

Mengikat 
1 3 2 La in -La in Pendapatan Desa yang Sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 
2 J BIDANG PENYELENGGARAAN PBMERINTAHAN DESA 

2 1 1 Penghasi lan Tetap dan Tunjangan 
2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 
2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 
2 1 4 Kegiatan Operasional R T / R W 
2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga Misk ln 

2 1 6 Keg iatan Pembaharuan Administ ras i Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Ase t Desa 
2 1 8 Kegiatan Pembaharuan Data Monografl Desa 

2 1 9 Kegiatan Pembaharuan Profll Desa 

2 1 10 Kegiatan Fas i l i t a s i PemUihan Kepala Desa 
2 1 11 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Anggota BPD 

2 1 12 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Perangkat Desa 



2 1 13 Kegiatan Fas i l i tas i Pemi l lhan Pengunxs RT/RW 
2 1 14 Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa 

2 1 15 Kegiatan Fas i l i tas i Lomba Desa 
2 1 16 Kegiatan FasUi tas i Lomba APBDes 
2 1 17 Kegiatan pengentasan kemlsk inan 

2 1 18 Kegiatan pelunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan Tanah Desa 
2 1 2 0 Kegiatan Pengadaan Alat E l ek t ron ik 

2 1 21 Kegiatan Pengadan Mebeler 

2 1 2 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 2 3 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor l a in 

2 1 2 4 Kegiatan Pemer intahan Desa La innya 

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
2 2 1 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sa luran Irigasi 

2 2 2 Keg iatan Pengaspalan J a l a n Desa 

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 

2 2 5 Keg iatan Pembangunan Jalan desa 

2 2 6 Keg iatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 

2 2 8 Keg iatan pembangunan rumah ibadah 



2 2 9 Kegiatan pembangunan la innya 

2 3 BIDANO PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketent raman dan Ketert iban 

2 3 2 Kegiatan POSYANDU 

2 3 3 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Us ia D in i 

2 3 4 Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program K B 

2 3 5 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa La innya 

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
2 4 1 Kegiatan Pelat ihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

2 4 2 Kegiatan Operasional P K K 
0 A^ 

2 4 3 Kegiatan Operasional Karang Ta runa 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 

2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 

2 4 6 Kegiatan Operasional LINMAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 

2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan La innya 

2 5 BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA 
2 5 1 Keadaan Darurat dan/atau kejadlan luar biasa 

J U M L A H B E L A N J A 



SURPLUS/ (DEFIS IT ) 

3 P E M B U Y A A N 
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
3 1 1 S ILPA 

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 

3 1 3 Has i l Penjualan Kekayaan P e s a Yang Dip isahkan 
« If p̂ a 

J U M L A H 

3 2 PENGELUARAN PEJIfBIAYAAN 

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 

JITMLAH 

K E P A L A D E S A 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORBCAT RANCANGAN PERATURAN K E P A L A D E S A 
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBDESA 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN K E P A L A D E S A 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 

TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHBIAT TUHAN YANG BSAHA E S A 

K E P A L A D E S A 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ke ten tuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor ... T a h u n tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran Kepala 
Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan d a n Belanja 
Desa (APBDesa); 

b . bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d i m a k s u d 
pada h u r u f a, pe r lu menetapkan Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa Yang Berstamber Dar i Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

6. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... T a h u n 
tentang ; 

9. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor T a h u n tentang 
••••• ' » 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa Nomor t a h u n tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa T a h u n Anggaran 

4 
• • • • • • • • I 

12. Peraturan Desa Nomor. . . . .Tahun tentang ; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN K E P A L A D E S A TENTANG PERUBAHAN 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA D E S A TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 

dengan r inc i an sebagai be r ikut : 

1. Pendapatan Desa 

a. Semula Rp. 

b . Bertambah/{Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

2 . Belanja Desa 

a. B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

b . B idang pelaksanaan pembangunan desa 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan 

1) Semula Rp. 

2) Ber tambah/ (Berkurang) R a 

J u m l a h setelah perubahan Rp 



d . B idang Pemberdayaan Masyarakat 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

e. B idang Tak Terduga 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

J u m l a h Belanja setelah perubahan 

Surp lus/ (Defisit) Rp. 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

b . Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

J u m l a h setelah perubahan Rp. 

Sel is ih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 

P a s a l 2 

Ura ian leb ih l an ju t mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa sebagaimana d i m a k s u d Pasal 1, t e r can tum da lam l amp i ran 

Peraturan Desa i n i berupa Rinc ian S t r u k t u r Anggaran Pendapatan d a n Belanja 

Desa. 

P a s a l 3 

Lampi ran- l amp i ran sebagaimana d i m a k s u d da lam pasal 2 merupakan bagian 

yang t i dak terp isahkan d a r i Peraturan Desa i n i . 



P a s a l 4 

Peraturan Desa i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa i n i da lam Ber i ta Desa 

Ditetapkan d l 
Pada tanggal 

K E P A L A D E S A 

D i u n d a n g k a n d i . . . 
pada tanggal ... 
S E K R E T A R I S D E S A ... (Nama Desa), 

t anda tangan 

NABKA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



LAMPIRAN : PERATURAN K E P A L A DESA, 
NOMOR 
TANGGAL : 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 
P E M E R I N T A H DESA. . . KECAMATAN ... 

TAHUN ANGGARAN .... 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 

ANGGARAN 
(Rp ) KE^TERANGAN 

m^^J m J w A ^ ^ ^ A I ^ I A * A 1 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 

S E B E L U M SE^SUDAH 

KE^TERANGAN 
m^^J m J w A ^ ^ ^ A I ^ I A * A 1 

1 2 3 4 5 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASU DESA 

1 1 1 HasU Usaha 

1 1 1 1 Laba/Keuntungan BUMdes 

1 1 1 2 If laba/Keuntungan LKD 

1 1 1 3 Hasi l usaha l a innya 

1 1 2 HasU Aset Desa 

1 1 2 1 Tanah kas desa 

1 1 2 2 Pasar Desa 

1 1 2 3 Pasar Hewan 



1 1 2 4 B a n g u n a n Desa 

1 1 2 5 TambaTan perahu yang d i u r u s oleh Desa 

1 1 2 6 Objek rekreasi yang d i u r u s o leh Desa 

1 1 2 7 Pemandian u m u m yang d i u r u s oleh desa 

1 1 2 8 H u t a n desa 

1 1 2 9 Perairan/pantai da lam batas t e r t en tu yang d i u r u s oleh 
desa 

1 1 2 10 Tempat - tempat pemancingan d i sunga i 

1 1 2 11 Pelelangan i k a n yang dikelo la o leh desa 

1 1 2 12 J a l a n desa 

1 1 2 13 La in - l a i n kekayaan m i l i k desa 

1 1 3 Swadaya, Partis ipasi , dan Gotong royong 

1 1 3 1 Swadaya, Partisipasi, d a n Gotong royong 

1 1 4 La in - i a in Pendapatan As l i Desa Yang S a h 

1 1 4 1 Pungutan desa 

i 2 PENDAPATAN TRANSFER 

1 2 1 Dana Desa 

1 2 1 1 Dana desa 



1 2 2 Bagian dari has i l pajak dan retr ibusi daerah 
jcaDupaten 

1 2 2 1 Bagi has i l pajak daerah 

1 2 2 2 Bagi has i l r e t r i bus i 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 

1 2 3 1 Alokasi Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuangan 

1 2 4 1 B a n t u a n Keuangan Provinsi 

1 2 4 2 B a n t u a n Keuangan Kabupaten 

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 

1 3 1 Hibah atau Sumbangan dari P ihak Ketiga yang 
T idak Mengikat 

1 3 1 1 Hibah a tau Sumbancan dar i P ihak Ketiga vane T idak 
B B B *fl *.*M B * i * * * A *P* V*to * i * B B B *to %.*to B * * * * * B * * * * B * B B B B * . * B B B B * r B • J * ^ * • B-BB B * * B B * B * . * B B 

Mengikat 

1 3 2 La in -La in Pendapatan Desa yang S a h 

1 3 2 1 Hasi l ker jasama dengan p ihak ket iga 

1 3 2 2 Ban tuan perusahaan d i desa 

1 3 2 3 Pendapatan la innya 

JUMLAH PENDAPATAN 



/ 9 

2 B E L A N J A 

2 i BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

2 1 1 Penghasi lan Tetap dan Tunjangan 
2 1 1 1 Belanja Pegawai 

a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa 

b. Tun jangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa d a n 
perangkat Desa 

c. Tun jangan BPD 

d . Tun jangan P u m a B h a k t i Perangkat Desa 

e. Insent i f RT/RW 

f. Tun jangan l a in - i a in 

2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan J a s a 

a. A lat t u l i s kantor 

b. Benda pos 

A T^fl*l*AW* / A i V A ^ - A M A I 

c, tianan/ Mater ia l 
d . Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 



f. Sewa k a n t o r desa 

g. Sewa per lengkapan dan peralatan k a n t o r 

h . M a k a n dan m i n u m 

• T 9 1 • J * _1 . " 4 . 

1. Pakaian dmas dan a t n b u t n y a 
k F * * * 1 4 * 

J . Perjalanan dmas 

k . Upah ker ja 

1. Hono ra r ium 

i l l * rCiiiUCiiclii Liollg JVC ĉLiia. iilclojf cUoJ^clL/ i^dUiilL'Uix 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

0. Jasa k a n t o r 

p . biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

a. A lat tu l i s k a n t o r 

r k 1-J j * M * j J fl* to*fl*n 

D. nenaa pos 

c, Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kan to r desa 

g. Sewa per lengkapan d a n pera latan kantor 

h . M a k a n dan m m u m 

1. Pakaian dmas dan a t n b u t n y a 

J . Perjalanan dmas 

k. Upah kerja 

1. Hono ra r ium 

m P^mhprinn iisinc kpntiHn mfl^vnrsilFnt/lfplnmnnlF 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

0. Jasa kan to r 

p. biaya pengelolaan belanja barang jasa 

2 1 4 Kegiatan Operasional R T / R W 

2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga Mlsk in 

2 1 6 Kegiatan Pembaharuan Adminis t ras i Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Aset Desa 

2 1 8 Kegiatan Pembaharuan Data Monografl Desa 



2 1 9 Kegiatan Pembaharuan Profil Desa 

2 1 10 Kegiatan Fas i l i t a s i PemUihan Kepa la Desa 

2 1 11 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Anggota BPD 

2 1 12 Kegiatan FasU i tas i PemUihan Perangkat Desa 

2 1 13 Keaiatan FasU i tas i PemUihan Pengurus RT/RW 

2 1 14 Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa 

2 1 I S Kegiatan FasUi tas i Lomba Desa 

2 1 16 Kegiatan FasU i tas i Lomba APBDes 
^k ̂ k^B ̂ ^B^^W ^r^^B ^B ^^B^B ^B^B^k ^to*B^to W ^^B ^^^^B ̂ M ^^B ^ ^B^B ^^B^^B ^ B ^ B 

2 1 17 
mm 4 4 • 

Kegiatan pengentasan kemlsk inan 

2 1 18 Kegiatan pelunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan T a n a h Desa 

2 1 19 3 Belaqja Modal 

a. Pembelian t anah 

b. biaya pengelolaan belanja modal 
— 

2 1 2 0 Kegiatan Pengadaan Alat E lekt ron ik 

2 1 2 0 3 Belanja Modal 

a. Pembelian Komputer 

b. biaya pengelolaan belanja modal 



2 1 21 Kegiatan Pengadan Mebeler 

2 1 2 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 2 3 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor l a in 

2 1 2 4 Kegiatan Pemer intahan Desa La innya 

2 2 BIDANO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sa luran Ir igasi 

2 2 1 3 Belanja modal 

a. pembangunan /perba ikan sa luran ir igasi 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 

2 2 2 Kegiatan Pengaspalan J a l a n Desa 

2 2 2 3 Belanja modal 

a. pengaspalan j a l a n : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

b, biaya pengelolaan belanja moda l : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 



2 2 5 Kegiatan Pembangunan j a l an deaa 

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Deaa 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 

2 2 8 Kegiatan pembangunan rumah ibadah 

2 2 9 Kegiatan pembangunan la innya 

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketent raman dan Ketert iban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan J a a a 
a t L A - fl...._ 

a. A lat tu l i s kan to r 

b. Benda pos 

c. Bahan/Matena l 

J Ty 1 "1 _ 
d. Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kantor desa 

g. Sewa per lengkapan d a n pera latan kan to r 

h . M a k a n dan m i n u m 

1, traJi-alcLIL UindS UdJl aLTlULlLIljrd. 

j . Perjalanan d inas 

k. Upah ker ja 



1. Hono ra r ium 

masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyareikat 

o. Jasa kan to r 

p . biaya pengelolaan belanja barang j asa 

2 3 2 Kegiatan POSYANDU 

2 3 3 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Us ia D in i 

2 3 4 Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Program K B 

2 3 5 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan La innya 

2 4 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 

2 4 1 Kegiatan Pelat ihan Kepa la Desa dan Perangkat Desa 

2 4 2 Kegiatan Operasional P K K 

2 4 2 2 Belarja Barang dan Jaaa 

a. A lat t u l i s kan to r 

D. o e n c a pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa k a n t o r desa 

g. Sewa per lengkapan dan pera latan k a n t o r 

h . M a k a n d a n m i n u m 

1. Pakaian d inas dan a t r i bu tnya 

j . Perjalanan d inas 

k. Upah ker ja 

1. Hono ra r ium 

m Pemberian uanff kenada masvaraka t / kelomnok 
kk±. k \^k±k.JA.k kk<k 1 k kA.k 1 fl& flCVf kkkkAJJ C * 1 OkkkOLk 1 Ak\.kV kkkkjkj ^k 

masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa kan to r 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 4 3 Kegiatan Operasional Karang Taruna 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 

2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 



2 4 6 Kegiatan Operasional LINMAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 

2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa L a i n n y a 

2 5 BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA 

2 5 1 Keadaan Darurat dan/atau kejadlan luar biasa 

J U M L A H BELANJA 

SURPLUS/ (DEFIS IT ) 

3 PEMBIAYAAN 

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3 1 1 S iLPA 

3 1 2 Pencai ran Dana Cadangan 

3 1 3 Has i l Penjualan Kekayaan Desa Yang Dip isahkan 

J U M L A H 



3 2 PEIKIEUJARAN PEMBIAYAAN 

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 

JUMLAH 

K E P A L A D E S A 
T T D 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN V I : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG 
P E R S E T U J U A N RANCANGAN PERATURAN D E S A TENTANG APBDESA 

KOP BPD 
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

KECAMATAN KABUPATEN 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 

P E R S E T U J U A N PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN D E S A 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 

TAHUN ANGGARAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

Membaca : Surat Kepala Desa Nomor T a n ^ a l 
tentang pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ke tentuan pasal 20 Peraturan 
Menter i Nomor 113 T a h u n 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Rancangan pera turan Desa tentang 
APBDesa d isampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa u n t u k dibahas dan disepakat i 
bersama; 

b . bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana 
d i m a k s u d h u r u f a d i atas, pe r lu menetapkan 
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang 
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa T a h u n A n ^ a r a n 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h t m 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah P e n ^ a n t i Undang-
Undang Nomor 2 T a h u n 2014 ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber D a r i A n ^ a r a n 
Pendapatan Dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 



6. Peraturan Menter i Nomor 111 T a h u n 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7. Peraturan Menter i Nomor 113 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 
T a h u n 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

9 . Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 5 T a h u n 2007 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 10 T a h u n 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa nomor. t a h u n tentang 

Memperhatikan ; Hasi l Rapat Badan Permusyawaratan Desa 
pada Tanggal t a h u n per iha l 
Pengambilan Keputusan Atas Pengajuan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa T a h u n 
Anggaran 

HEBSUTUSKAN: 

: Menyetu ju i Penetapan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

T a h u n A n ^ a r a n U n t u k d i t e tapkan 
menjadi Peraturan Desa. 

K E D U A : Keputusan i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d i te tapkan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal - - 20 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A , 
K E T U A 

( nama ketua BPD ) 

Menetapkan, 
K E S A T U 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN V I I : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 • 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG P E R S E T U J U A N 
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN D E S A TENTANG APBDESA 

KOP BPD 
KEPUTUSAN BADAN PERBSUSYAWARATAN D E S A 

KECAISATAN KABUPATEN 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 

P E R S E T U J U A N PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN D E S A 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 

TAHUN ANGGARAN SESUAI HAS IL EVALUASI 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A , 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka men indak lan ju t i has i l evaluasi 
atas rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa t a h u n anggaran sesuai dengan 
ke ten tuan pasal 2 1 Peraturan Menter i Nomor 113 
T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
pe r lu adanya persetujuan d a r i BPD; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud h u r u f a d i atas, pe r lu menetapkan 
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang 
Persetujuan Penyempumaan Rancangan Peraturan 
Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa T a h u n Anggaran Sesuai Hasi l 
Evaluasi ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah P e n ^ a n t i Undang-
Undang Nomor 2 T a h u n 2014; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber D a r i Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 
2007 t en tang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

6. Peraturan Menter i Nomor 111 T a h u n 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan d i Desa; 

7. Peraturan Menter i Nomor 113 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 
T a h u n 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

9. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 5 T a h u n 2007 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 10 T a h u n 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1 . Peraturan Desa nomor t a h u n tentang 

Memperhat ikan Hasi l Rapat Badan Permusyawaratan Desa 
pada Tanggal t a h u n per iha l 
Pengambilan Keputusan Atas Pengajuan Penyempumann 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa T a h u n 
Anggaran 

Menetapkan, 
K E S A T U 

K E D U A 

MEMUTUSKAN: 

Menyetu ju i Penyempumaan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa T a h u n Anggaran Sesuai dengan 
has i l evaluasi, dan v m t u k se lanjutnya dapat d i te tapkan 
menjadi Peraturan Desa. 

Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada t a n ^ a l 20. . 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
K E T U A 

( nama ketua BPD ) 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN V I I I : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 • 1 - 2 0 1 5 

A. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

T IM PENGELOLA KEGIATAN 
DESA,.. KECAMATAN... 

KABUPATEN PACITAN 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DESA KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang : 
2. Kegiatan : 
3. Waktu Pelaksanaan : 

Rincian Pendanaan 

KODE 
REKENING 

URAIAN 
PEKERJAAN 

SATUAN VOLUME HARGA 
SATUAN 

(Rp.l 

JUMLAH 
(Rp.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH (Rp.) 
ppN r i o% i 
KEUNTUNGAN 10 % (UNTUK PENYEDIA BARANG/JASA) 
JUMIAH 

, tanggal 

Disctujui/mcngesahkan Tim Pengelola Kcpatan 
Kepala Desa Ketua, 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan nama dan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok 

belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan 

dalam APBDesa. 
3. kolom 1 diisi dengan kode rekerung sesuai dengan jenis belanja barang jasa 

dan/atau belanja modal 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 

orang/barang 
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kohm 3 dengan kohm 4. 



B. CONTOH F O R M A T BUKU K A S PEMBANTU K E G I A T A N (TPK) 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang : 
2. Kegiatan : 

Kode 
rekening 

Tan 
ggal Uraian 

Penpn'mafin (Pp.) 

Bukt i 

Pengeluaran (Rp.) 
Jumlah 

Pengembalian 
ke Bendahara 

oalao 
Kas (Rp.) 

Kode 
rekening 

Tan 
ggal Uraian Dari 

Bendahara 
Swadaya 

Masyarakat 
Bukt i 

Belanja 
Barang 

dan Jasa 

Belanja 
Modal 

Jumlah 
Pengembalian 
ke Bendahara 

oalao 
Kas (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pindahan Jumlah dar i halaman 
sebelumnya 
Jumlah 
Total Penerimaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 
Desa... .Tanggal 

Ketua Tim Pelaksana 
Kegiatan, 

Cam pengisiarv 
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening belanja barang jasa dan.atau belanja modal dalam APBdesa. 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksL 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksL 
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyamkat. 
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksL 
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
10. Kohm 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal 
11. Kohm 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 
12. Kohm 10 dasi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 



C . CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
DESA KECAMATAN , 

TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang : 
2. Kegiatan : 
3. Waktu Pelaksanaan : 

(SPP) 

Rincian Pendanaan 

Kode 
rekening 

URAIAN PAGU 
ANGGARAN 

PENCAIRAN 
S.D. YG 

LALU 

PERMINTAAN 
SEKARANG 

JUMLAH 
SAMPAI 
SAATINI 

SISA 
DANA 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

JUMLAH 

Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa 

, tanggal 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 

Setujui un tuk dibayarkan 
Kepala Desa 

Telah dibayar lunas 
Bendahara Desa 

klasifikasi kelompok 
Petunjuk pengisiaru 
1. Bidang diisi dengan nama dan kode rekenmg berdasarkan 

belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan 

dcdam APBDesa. 
3. Kolom 1 dengan kode rekenmg jenis nbelanja barang jasa dan atau belanja modal 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
7. Kolom 5 diisi dengan rindan yang dimintakan untuk dibayar. 
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini 
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 



D. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang 
2. Kegiatan : 

KODE 
REKENING 

PENERIMA URAIAN JUMLAH 
(Rp.) 

1 2 3 4 

JUMLAH (Rp.l 

Bukt i -bukt i pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, u n t u k 
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan. 
Dcmildan surat pemyataan in i dibuat dengan selDcnamya. 

tanggal 
Pelaksana Kegiatan 

Cara pengisiaru 
1. Bidang diisi dengan noma dan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja 

desa. 
2. Kegiatan diisi dengan nama dan kode rekening sesuai dengan unitan kegiatan dalam 

APBDesa 
3. Kolom 1 diisi dengan Kode rekening jenis belanja barang jasa dan/ atau belanja modal 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 
7. bans jumlah diisi jumlah keseluruhan 



LAMPIRAN DC : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH F O R M A T LAPORAN R E A L I S A S I APBDESA 

K O D E R E K E N I N G URAIAN ANGGARAN R E A L I S A S I L E B I H / K U R A N G 

1 2 3 4 5 
1 PENDAPATAN 
1 1 PENDAPATAN ASU DESA 

1 1 1 HasU Usaha 

1 1 1 1 Laba/Keuntungan BUMdes 

1 1 1 2 Laba/Keuntungan LKD 

1 1 1 3 Hasi l usaha l a innya 

1 1 2 HasU Aset Desa 

1 1 2 1 Tanah kas desa 

1 1 2 2 Pasar Desa 

1 1 2 3 Pasar Hewain 

1 1 2 4 Bangunan Desa 

1 1 2 5 TambaTan pe rahu yang d i u r u s oleh Desa 



1 1 2 6 Objek rekreasi yang d i u r u s oleh Desa 

1 1 O 7 r e m a n u i a n u m u m yang o i u r u s oien oesa 

1 1 O R nuLdJi ucba 

1 1 O Q L J o t o o 1 too toi / to\o t ^ t " o 1 to Q1 o w\ T o o t o o t & t o t ^ " t o t l 1 i r o to FT ton i t o i i c * 

i^crairari/ paiiLai uaicii i i uaias LcrLcriLu. yang u iuxus 
oleh desa 1 1 2 10 Tempat - tempat pemanc ingan d i sunga i 

1 1 2 11 Pelelangan ikan yang d ike lo la oleh desa 

1 1 2 12 , , J a l an desa 

1 1 2 13 La in - l a i n kekayaan m i l i k desa 

1 1 3 Swadaya, Partis ipasi , dan Gotong royong 

1 1 3 1 Swadaya, Part is ipasi , dan Gotong royong 

1 1 4 La in - ia in Pendapatan AsU Desa Yang S a h 

1 1 4 1 Pungutan desa 

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 

1 2 1 Dana Desa 
1 O 1 1 I f O t o O to^OO 

1 2 2 Bagian dari hasi l pajak dan retribusi daerah 
kabupaten 

1 2 2 1 Bag i has i l pajak daerah 



BELANJA 
P\ 9 

2 i BIDANO PEniELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DESA 

V^Ti iFt ia ft l lan T A ^ n n H a n T i m l a n c f a n C A i | ^ u n s u n u A V i m ii A U A I J C A U K V I I A 

2 1 1 1 Belanja Pegawai 
a. Penchasi lan tetao Keoala desa d a n Peranckat 
L 4 * a a X X * j * * J X X 1 a *r\to ato a * \ f l ato ̂  ^ H i 4 i v k J C i L * a * B - X B A w A t a a a v ^ X a ^ A l r 

Desa 

b. Tun jangan Tambahan Penghasi lan Kepala Desa 
flW fl* a * fl* X* fl* X * fl*l a fl* ^^^* fl* fl* fl* 

aan perangKat Desa 

c, l u n j a n g a i i i5ru 

to* ^ 1 * 1 a * M to* a * tow A a * 1 >* • M • 1 \ fl* LJ L * to* I p X f l 1 tf l*^f l f l* • * tovlm ^ I i A to* fl* 

a. l u n j a n g a n r i i m a onaKU ferangKac uesa 

e. Insent i f RT/RW 

f. Tun jangan l a in - i a in 

2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan J a s a 
to* A 1 fl* X F l 1 1 4 n i ^ f l s a * F f l * a > 

a. Aiai L U U S Kantor 
o. cJenaa pos 

c Bahan/Mater ia l 
^ 4 ^Jt4 1 X T * 1 A r A l A C i A X t X 1 

d. Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 



f. Sewa kantor desa 

g. Sewa per lengkapan dan pera latan kan to r 

h . M a k a n d a n m i n u m 

i . Pakaian d inas d a n a t r i b u t n y a 

j . Perjalanan d inas 

k. Upah kerja 

1. Hono ra r ium 

•n 1 J 1 _ A f 1 1 1 

m . Pembenan u a n g kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa kantor 

p . biaya pengelolaan belanja barang jasa 

2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

a. A lat tu l i s kantor 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kantor desa 

g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 

h. Makan dan minuni 

i. Pakaian dinas dan atributnya 

j . Perjalanan dinas 

k. Upah kerja 

1. Honorarium 

1 1 , too t o x t o i o to 1 1 o to ct I f l x n o to o too o d r o too I f l o t / i F x T t o t o o totolfl 

m. remoenan uang Kepaua masyaraKai/ KciompoK 
masyarakat 

n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat 

o. J a s a kantor 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a s a 

2 1 4 Kegiatan Operasional RT/RW 

2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga Misk in 

2 1 6 Kegiatan Pembaharuan Administ ras i Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Aset Desa 

2 1 8 Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa 



2 1 9 Kegiatan Pembaharuan Profll Desa 

2 1 10 Kee latan Fas i l i tas i PemUihan Kepala Desa 

2 1 1 1 Kee iatan FasUitas i PemUihan Anaeota BPD 

2 1 12 Kefflatan FasUitas i PemUihan Peranffkat Desa 
m J f c a S 4 9 * ™ m W A A A w V v i v w w 4 * * * * * M A * * * * S f c ^ » S 4 A v 9 r ^ ^ W 

2 1 13 Keffiatan FasUitas i PemUihan Peneurus R T / R W 

2 1 14 Kea la tan uenaembaacan Peroustakaan Desa 

2 1 I S Kee ia tan Fas i l i t a s i Lomba Desa 
^ J ^ k W ^ k ^ ^^k ^k ^^k TW ^^B^k ̂ k^^k^k^k ^^k ^k ^^^^k ̂ k ^^k ^ k ^k ̂ ^k 

2 1 16 Kee ia tan FasUitas i Lomba APBDes 
^k J^M^Pk T^kk M^k ^k ^^k^k^k^kk ^kkk ^^k ^ ^ ^ k pk ^^k ^ ^^^k ^^k ^^k ^k ^ k 

2 1 17 Kegiatan pengentasan kemlsk inan 

2 1 18 Kegiatan pelunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan T a n a h Desa 

2 1 19 3 Belanja Modal 

a. Pembelian t a n a h 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 

2 1 2 0 Keg iatan Pengadaan Alat E l ekt ron ik 

2 1 2 0 3 Belanja Modal 

a. Pembelian Komputer 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 



2 X 21 Kee iatan Peneadan Mebeler 

2 1 22 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 23 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor l a in 

2 1 24 Kegiatan Pemer intahan Desa La innya 

2 2 BIDANO PELAKSANAAN PBMBANOUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sa luran Ir igasi 

2 2 1 3 Belanja modal 

a. pembangunan /perba ikan sa luran ir igasi 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 

2 2 2 Kegiatan Pengaspalan J a l a n Desa 

2 2 2 3 Belanja modal 

a. pengaspalan j a l a n : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

b. biaya pengelolaan belanja moda l : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 



2 2 5 Kee iatan Pembaneunan talan deaa 

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 

2 2 8 Kegiatan pembangunan rumah ibadah 

2 2 9 Keeiatan uembaneunan la innva 
^k ^k J ^ ^ ^ k k ^^kk^k™ ^^k ^k ^^HM V k ^ k ' J ^ WW^k^^^k^^™ ^k^^k^k^^H^^H^k 

— • 

2 3 BfDAJVG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ke ten t r aman dan Ketert iban 

2 3 1 2 Belapja Barang dan J a s a 

a. A lat tu l i s kantor 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa k a n t o r desa 

g. Sewa per lengkapan d a n pera latan kantor 

h . M a k a n dan m i n u m 

i . Pakaian d inas dan a t r i b u t n y a 

j . Perjalanan d inas 

k. Upah kerja _ 



1. Hono ra r ium 
V * 4 * 4 1 4 • f 4 4 4 

m . Pembenan u a n g kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa k a n t o r 

p . biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 3 2 
mt 9 # mm 

Keeiatan POSYANDU 

2 3 3 Kee iatan Pembinaan Pendidikan Us ia D in i 

2 3 4 
mm 4 # F 

Keeiatan Pembinaan dan nenTuluhan Proeram K B 
A ^ kfl J fc A S S fcSS A A A * f l • • A Ato A A A Wm AA A A ^ A H A A A v ^ ^ A A F v A A B A A A ^ A A A A A k k A 4 A A A A A A A A 

2 3 5 Kegiatan Pemberi layaan Kemasyarakatan La innya 

2 4 BIDANO PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 

2 4 1 Kegiatan Pe lat ihan Kepala Desa dan Perangkat 
ue sa 

2 4 2 Kegiatan Operasional P K K 

2 4 2 2 Belaq/a Barang dan Jasa 

a. A lat tu l i s kan to r 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kan to r desa 

g. Sewa per lengkapan d a n pera latan kan to r 

h . M a k a n dan m i n u m 

i . Pakaian dinas d a n a t r i b u t n y a 

j . Perjalanan d inas 

k . Upah kerja 

1. Hono ra r ium 

m . Pemberian uang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa kan to r 

p. biaya pengelolaan belanja barang jasa 

2 4 3 Kegiatan Operasional Karang Ta runa 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 

2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 



2 4 6 Kegiatan Operasional LINMAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 

2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
La innya 

2 5 BIDANO BELANJA TIDAK TERDUGA 
^ k ^ ^ k k T ^^k ^^^^^^^k ^k T k k M ^k ^k ^k^^kw ^k^k ̂ k ^k ^kki^k k^k^k k k k k k ^ 

2 5 1 Keadaan Darurat dan/atau kejadlan luar b iasa 

JUMLAH B E L A N J A 

SURPLUS/fDEFIS IT ) 

3 PEMBIAYAAN 

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3 1 1 S iLPA 

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 

3 1 3 Hasi l Penjualan Kekayaan Desa Yang Dip isahkan 

JUMLAH 



3 2 
kM A ktok H k̂ k A k k̂ k kk k̂L k P̂̂P* P̂ k P̂̂P k to K k 

3 2 1 ^̂to Â ^̂ k̂ AA Â k̂kk l̂ k̂ k T̂̂k Â Ak Â Â Â AA AÂA ^̂A 

PemDentuKan Dana cadangan 
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 
J U M L A H 

Tanggal -
Dlsetujui oleh: 

K E P A L A D E S A 

T T D 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 1 TAHUN 2 0 1 5 
TANGGAL : 12 - 1 - 2 0 1 5 

CONTOH FORMAT PERATURAN D E S A TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN R E A L I S A S I PELAKSANAAN APBDESA 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN K E P A L A D E S A 
NOMOR TAHUN. 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN R E A L I S A S I PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A 

TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA E S A 

K E P A L A D E S A 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ke ten tuan Pasal 38 Peraturan 
Mcnte r i Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa m e n y u s u n 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pclaksanaain 
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n 
Anggaran yang d i t e tapkan dengan Peraturan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d i m a k s u d 
pada h u r u f a, pe r lu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa T a h u n A n ^ a r a n ; 

Mengingat 1. 
2. 

3. 

4 . 

5. 

Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimEina te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndEing Nomor 2 
T a h u n 2014; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h i m 2014 tentang 
PeraturEin PelaksEinaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa; 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber D a r i Anggarem Pendapatan Dan 
Belanja Negara; 
Peraturan Menter i Dalsim Negeri Nomor 29 T a h u n 2006 
tentang Pedoman Pembentukkan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa; 



6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

7. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Teknis Peraturan d i Desa; 

8. Peraturan Menter i Nomor 113 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor .... T a h u n 
tentang ; 

10. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor T a h u n tentang 

1 1 . Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 1 T a h u n 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Desa Nomor t a h u n tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 

13. Peraturan Desa Nomor T a h u n tentang 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN D E S A TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN R E A L I S A S I PELAKSANAAN 
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A 
D E S A TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran dengan r inc ian 

sebagai be r ikut : 

1. Pendapatan Desa Rp 

2. Belanja Desa 

a. B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp, 

b. B idang pelaksanaan pembangunan desa Rp 

c. B idang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 

d . B idang Pemberdayaan Masyarakat Rp 

e. B idang Tak Terduga R P 

J u m l a h Belanja Rp 

Surplus/Def is i t Rp 

3 . Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp............ 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp 



Pasal 2 

Uraian lebih l an ju t mengenai has i l pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana d imaksud Pasal 1, t e r can tum da lam l amp i ran 

Pera turan Desa i n i t e rd i r i da r i : 

1. Lamp i ran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa T a h u n Anggaran ; 

2 . Lampi ran I I ; Laporan Program Sektoral d a n Program Daerah yang m a s u k 

ke desa. 

P a s a i a 

Lampi ran- l amp i ran sebagaimana d i m a k s u d da lam pasal 2 merupakan bagian 

yang t i dak te rp isahkan d a r i Peraturan Desa i n i . 

P a 8 a l 4 

Peraturan Desa i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Desa i n i da lam LcmbarEin Desa 

Ditetapkan dl 
Pada tanggal 

K E P A L A D E S A 

Diundangkan d i . . . 
pada t a n ^ a l . . . 
S E K R E T A R I S D E S A ... (Nama Desa), 

t anda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA, 
NOMOR : 
TANGGAL : 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN R E A L I S A S I PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 
P E M E R I N T A H DESA. . . KECAMATAN ... 

TAHUN ANGGARAN .... 

K O D E R E K E N I N G 
^ k k̂F Â ̂ .̂ k̂ Â ̂ Â^̂  k A k k A 

URAIAN ANGGARAN R E A L I S A S I L E B I H / KURANG 
F*9^a^^^as94 

1 2 3 4 5 

PENDAPATAN 

i i PENDAPATAN ASU DESA 

1 1 1 HasU Usaha 

1 1 1 1 Laba/Keuntungan BUMdes 

1 1 1 2 Laba/Keuntungan LKD 

1 1 1 3 Has i l usaha la innya 

1 1 2 HasU Aset Desa 

1 1 2 1 Tanah kas desa 

1 1 2 2 Pasar Desa 

1 1 2 3 Pasar Hewan 



1 1 2 4 Bancnnan Desa 
1—fl • i * * A X X * * 1 X & ^ * f l k J U 

1 1 2 5 TambaTan oe rahu vane d i u r u s oleh Desa 
to P>*k X X nto k X X kXX X Xto *fl X X kto T XriXX X kto • kto to x to *F Htokx 

1 1 2 6 Objek rekreasi yang d i u r u s oleh Desa 

1 1 2 7 Pemandian u m u m yang d i u r u s oleh desa 

1 1 2 8 H u t a n desa 

1 1 2 9 Perairan/pantai da lam batas t e r t en tu yang d i u r u s 
oleh desa 

1 1 2 10 Temoat - temoat oemancinvan d i suneai 
m *fl x>>4<* I r V V x x ' h _ f % A k lito W • v 4 4 4 f**iM_4 X • . 4 4 * 4 4 x ̂ î * m m 

1 1 2 11 Pelelanean i k a n vane dikelo la oleh desa 
to * F 4 * f l 4 C 4 4 x C k 4 4 4 4 4 4 W * A 4 4 y " ' * F * 4 4 4 > i * f l 4 Vfl X v X ^toX^toX • X 4 w 1 J 4 4 

1 1 2 12 Ja lan desa 
•to kxXkxXX xX *to *fl kk 

1 1 2 13 Lain - l a i n kekavaan m i l i k desa 
ktokxXX X • * rt • • X X xkfl • xkx Y • ̂  • T P to XXxXXX X x xto •fl k f l x k 

1 1 3 Swadava. Part lsiDasi . dan Gotone rovone 
mr W tototok V to x m/m m a k t o * tor vktotok to V v V k t o * 94 x r 9%to Mxafc m J to*44jfc 

1 1 3 1 Swadava. Part isioasi . dan Gotone rovone 
kto " J k * 4 W 4 * J X X.fl l .4tito4i I x 1 4 • 4 9to Xto 4\toX tofk • J • ^ " ^ ^ 

1 1 4 
4 4 • 

La ln - la in Pendanatan AsU Deaa Yane S a h 
a^Wktototo >H4to4 A l i r to49tototo toto toto w t o k k k 4 4 M v 4 4 44 9F tototoito 4 • 4 4 ' k t o V t o t o a 

1 1 4 1 Puneutan desa 
X ktoX " F i ^ 4 to 4 * 1 4 \ 4 \ f l V k 4 

i 2 PENDAPATAN TRANSFER 
^̂ F̂to • ^̂ tok B̂k k P̂ k P̂k m P̂ ̂ P xk ̂ Pk V Fxx̂ P ^̂ k̂ P k 

1 2 1 Dana Desa 

1 2 1 1 Dana desa 

file:///4/flVk4


1 2 2 Bagian dar i has i l pajak dan retr ibusi daerah 
kabupaten 

1 2 2 1 Bagi has i l pajak daerah 

1 2 2 2 Baei has i l r e t r ibus i 
•̂AX * * A X .p *- Afl • A X *F X̂  • Â  Xk IX X 

1 2 3 A lokas i Dana Desa 

1 2 3 1 A lokas i Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuangan 

1 2 4 1 B a n t u a n Keuanean Provinsi 
XkX X k XkX*X X X ^ Afl X̂BXkX X XkXk̂  X X X X̂ A XX X XflX 

1 2 4 2 B a n t u a n Keuangan Kabupaten 

I 3 PENDAPATAN LA2N-LAIN 

1 3 1 Hibah atau Sumbangan dari P ihak Ketiga yang 
T idak MeuKikat 

T i l l HiHaH ofmi RnnnViarycfan dfli* PiVialfl t/^tioa T r o ty r r ' P iHa l f l n i u c u i c tu iu OLUiiueuigcul u c i i i r u i d J L i\cLigciyct i ig i i u aJL 
Mengikat 

1 3 2 La in -La in Pendapatan Desa yang S a h 

1 3 2 1 Hasi l kerjasama dengan p ihak ketiga 

1 3 2 2 B a n t u a n perusahaan d i desa 

1 3 2 3 Pendapatan la innya 

JUMLAH PENDAPATAN 



2 BELANJA 

2 1 BIDANO PENYELENOGARAAN PEMERINTAHAN 
DESA 

2 1 1 Penghasi lan Tetap dan Tunjangan 
2 1 1 1 k ' ' ' R x l A n I n Rx i rn i i ra l 

a. Penghasilan tetap Kepala desa d a n Perangkat Desa 

b. Tun jangan Tambahan Penghasi lan Kepala Desa 
d a n perangkat Desa 

c. Tun jangan BPD 

d. Tun jangan P u m a B h a k t i Perangkat Desa 

c. Insent i f RT/RW 

f. Tun jangan Ia in- la in 

2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan J a s a 

a. A lat t u l i s k a n t o r 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 



f. Sewa kan to r desa 

g. Sewa per lengkapan dan peralatan k a n t o r 

h . M a k a n dan m i n u m 

i . Pakaian d inas dan a t r i b u t n y a 

j . Perjalanan d inas 

k . Upah ke i j a 

1. Hono ra r ium 
k * i _ * 1 1 y a. i t t 1 

m . Pembenan u a n g kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa kantor 

p . biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

a. A lat tu l i s kan to r 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kantor desa 

g. Sewa perlengkapan d a n pera latan kan to r 

h . M a k a n dan m i n u m 

i . Pakaian d inas dan a t r i b u t n y a 

j . Perjalanan d inas -

k . Upah kerja 

1. Hono ra r ium 

T j fl* ^v^fl* A* fl* XAA fl* k * A m ̂ * u * ^ k 1 X fl* k * fl* flk fl* ^̂̂ Â fl* fl* X Xfl* ̂ Xfl* 1 X fl* Â fl 1 X fl* 1 fl* ^^^x XX fl* 1 X 

m . r e m o e n a n u a n g Kepaaa masyaraKat/KeiompoK 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

0. Jasa kantor 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 1 4 Kegiatan Operasional RT/RW 

2 1 5 Kegiatan Pendataan Keluarga Misk in 

2 1 6 Kegiatan Pembaharuan Administ ras i Desa 

2 1 7 Kegiatan Pendataan Aset Desa 

2 1 8 Kegiatan Pembahanian Data Monografl Desa 



2 1 9 Kegiatan Pembaharuan ProfU Desa 

2 1 10 Kegiatan Fas i l i t a s i PemUihan Kepala Desa 

2 1 11 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Anggota BPD 

2 1 12 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Perangkat Desa 

2 1 13 Kegiatan FasUi tas i PemUihan Pengurus R T / R W 

2 1 14 Kegiatan pengembangan Perpustakaan Desa 

2 1 15 Kegiatan FasUi tas i Lomba Desa 

2 1 16 Kegiatan FasUi tas i t<omba APBDes 

2 1 17 Kegiatan pengentasan kemlsk inan 

2 1 18 Kegiatan pelunasan PBB tanah desa 

2 1 19 Kegiatan Pengadaan T a n a h Desa 

2 1 19 3 Belanja Modal 

a. Pembelian t a n a h 

b. biaya pengelolaan belanja modal 

2 1 2 0 Kegiatan Pengadaan Alat E lekt ron ik 

2 1 2 0 3 Belanja Modal 

a. Pembelian Kompute r 

b. biaya pengelolaan belanja moda l 



2 1 21 Kegiatan Pengadan Mebeler 

2 1 2 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor 

2 1 2 3 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor la in 

2 1 2 4 Kegiatan Pemer intahan Desa La innya 

2 2 BIDANO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pembangiman/Perbaikan Sa luran Ir igasi 

2 2 1 3 Belanja modal 

a. pembangunan /perba ikan sa luran ir igasi 

b. b iaya pengelolaan belanja moda l 

2 2 2 Kegiatan Pengaspalan J a l a n Desa 

2 2 2 3 Belanja modal 

a. pengaspalan j a l a n : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

b. b iaya pengelolaan belanja moda l : 

- j a l a n d u s u n A 

- j a l a n d u s u n B 

* 

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa 

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Tugu Batas 



2 2 5 Keeiatan Pembaneunan j a l an deaa 

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Desa 
^9 ^9 ^9 ^9 

2 2 7 Kegiatan pembangunan tebing pengaman 
^9 m ^9 ^9 m ^9 

2 2 8 Kegiatan pembangunan rumah ibadah 
^9 m ^9 

2 2 9 Kegiatan pembangunan la innya 

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketent raman dan Ketert iban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan J a s a 

a. A lat tu l i s kan to r 

b . Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 

e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kan to r desa 

g. Sewa per lengkapan d a n pera latan k a n t o r 

h . M a k a n dan m i n u m 

i . Pakaian d inas dan a t r i b u t n y a 

J. Perjalanan dmas 

k . Upah kerja 

1. Hono ra r ium 



m . Pemberian u a n g kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

o. Jasa kan to r 

p. biaya pengelolaan belanja barang jasa 

2 3 2 K e g i a U n POSYANDU 

2 3 3 K e g i a U n Pembinaan Pendidikan Us ia Dini 

2 3 4 K e g i a U n Pembinaan dan penyuluhan Program K B 

2 3 5 K e g i a U n Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
La innya 

2 4 BIDAm PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
2 4 1 K e g i a U n Pelat ihan Kepa la Desa dan Perangkat 

m9^9vA 

2 4 2 K e g i a U n Operasional P K K 

2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

a. A lat tu l i s kan to r 

b. Benda pos 

c. Bahan/Mater ia l 

d . Pemeliharaan 



e. Cetak/penggandaan 

f. Sewa kan to r desa 

g. Sewa per lengkapan dan pera latan kan to r 

h . Makan d a n m i n u m 

i . Pakaian d inas d a n a t r i bu tnya 

j . Perjalanan d inas 

k . Upah ker ja 

1. Hono ra r ium 

m . Pemberian u a n g kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

n . Pemberian barang kepada masyarakat/ke lompok 
masyarakat 

0. Jasa k a n t o r 

p. biaya pengelolaan belanja barang j a sa 

2 4 3 Keeiatan Operasional Karane Ta runa 

2 4 4 Kegiatan Operasional Gapoktan 

2 4 5 Kegiatan Operasional HIPAM 

2 4 6 Kegiatan Operasional LINIOAS 

2 4 7 Kegiatan Operasional LPMD 



2 4 8 Kegiatan Operasional Desa Siaga 

2 4 9 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan La innya 

2 5 BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA 

2 5 1 Keadaan Darurat dan/ atau kejadlan luar b iasa 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ IDEFIS IT ) 

3 PEMBIAYAAN 

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3 1 1 S iLPA 

3 1 2 Pencai ran Dana Cadangan 

3 1 3 Has i l Penjualan Kekayaan Desa Yang Dip isahkan 

JUMLAH 



3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Pembayaran utang 

J U M L A H 

K E P A L A DESA. 

T T D 



LAMPIRAN I I : PERATURAN DESA . 
NOMOR 
TANGGAL : 

LAPORAN PROGRAM S E K T O R A L DAN PROGRAM D A E R A H YANG MASUK K E D E S A 

Tanggal 
Desa 
Kecamatan : 
Kabupaten 

No. Jen i s 
Kegiatan 

Lokasi 
Kegiatan 

Rincian 
Kegiatan Volume Satuan Sumber 

Dana 
J u m l a h 

(Rp) 

Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. 

Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. 



Sub Total Jen i s Kegiatan (3) Rp. 

Sub Total (4) 
Total {1 s/d 4) 

Rp. 
Rp. 

t a n ^ a l 
Kepala Desa 

( I 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 


